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ABSTRAK
Analisis Pemaknaan Bukti Audit dan Bukti Hukum
Menurut Perspektif Auditor
Analysis of the Meaning of Audit Evidence and Legal Evidence
according to Auditor’s Perspective
Alam Azhari Amir
Yohanis Rura
M. Christian Mangiwa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan auditor tentang bukti audit
dan bukti hukum dengan menggunakan alat ukur teori kognitif sosial. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif.
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dengan subjek
auditor bidang investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat atau
auditor yang pernah melakukan audit investigasi. Hasil penelitian menunjukkan
makna bukti audit sebagai dokumen/media/alat yang memuat informasi dan menjadi
dasar pengambilan kesimpulan auditor, makna bukti hukum adalah dokumen/media
yang digunakan di dalam proses hukum, perbedaan dan persamaan bukti audit dan
bukti hukum terletak pada ada/tidaknya perbuatan melawan hukum, faktor-faktor
yang mempengaruhi pemaknaan auditor tentang bukti audit dan bukti hukum antara
lain minat auditor, kompetensi teknis, pengalaman auditor, dan peran dalam tim
audit.
Kata kunci: bukti audit, bukti hukum, audit investigasi, teori kognitif sosial,
perbuatan melawan hukum.
This research aims to analyze the meaning of the auditor on the audit evidence and
legal evidence using a measuring instrument of social cognitive theory. This study
uses qualitative research methods with interpretive paradigm. Data collection uses
interview and observation method with subject investigation auditor on BPKP’s
Representative West Sulawesi province or auditor who had conduct an investigation
audit. This research result represent that the meaning of audit evidence as document
/media/instrument that contain information and became the basis for making the
auditor's conclusion, the meaning of the law of evidence is a document / media that
is used in legal proceedings, similarity and difference of audit evidence and legal
evidence lies in the presence / absence of act against the law, the factors that affect
the meaning of the auditor to audit evidence and legal evidence are in interest of
auditor, technical competence, experience of auditors and the role of the audit team.
Keywords: audit evidence, legal evidence, investigation audit, social cognitive
theory, act against the law.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Suatu pengambilan keputusan yang baik sangat ditentukan oleh
keandalan informasi yang diterima oleh pembuat keputusan. Oleh karena itu,
diperlukan adanya suatu metode yang sistematis untuk menilai apakah suatu
informasi dapat dikatakan andal untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Audit adalah salah satu metode yang dapat membantu untuk meyakinkan bahwa
informasi yang diterima adalah andal dan relevan. Komite Konsep Audit Dasar
(Committee on Basic Auditing Concepts) dalam Messier, Glover, Prawitt
(2005:16), telah merumuskan definisi umum dari audit.
Audit (auditing) adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi
bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan
menetapkan kriteria serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Dari definisi diatas, terdapat frasa yang menyebutkan aktivitas
“mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti”. Hal ini menggambarkan betapa
pentingnya sebuah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti pada suatu
kegiatan audit yang pada akhirnya akan dikenal dengan bukti audit. Bukti audit
merupakan salah satu (jika bukan satu-satunya) faktor paling penting yang dapat
mempengaruhi auditor dalam menyimpulkan hasil audit. Pengumpulan dan
evaluasi bukti audit yang tepat, akan membantu auditor dalam menghasilkan
kesimpulan yang andal tentang suatu informasi dan mencegah auditor dalam
pengambilan keputusan yang bias atau salah kaprah.
Bukti audit memiliki karakteristik yang harus dipahami auditor bukan
hanya sebagai daftar, namun alat konseptual yang kuat yang dapat membantu
2auditor di hampir semua keadaan yang mengharuskan auditor untuk
mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Messier, Glover, Prawitt, 2005:149).
Pemahaman terkait karakteristik bukti audit yang meliputi sifat bukti, kompetensi
bukti, kecukupan bukti, dan evaluasi bukti dapat membantu auditor dalam
mengambil kesimpulan dalam berbagai jenis audit dan tujuannya. baik dalam
audit atas laporan keuangannya yang menghasilkan opini auditor atas kewajaran
penyajian laporan keuangan maupun audit dengan tujuan tertentu, misalnya
audit investigasi yang menghasilkan kesimpulan auditor tentang terjadi/tidak
terjadinya suatu penyimpangan/manipulasi yang mengakibatkan kerugian.
Kesimpulan auditor yang didasari atas bukti audit memiliki tujuan yang
berbeda-beda tergantung pada tujuan audit itu sendiri. Audit atas laporan
keuangan menghasilkan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan
untuk melindungi kepentingan pemakai laporan keuangan. Audit investigasi
sendiri menghasilkan kesimpulan auditor terhadap suatu dugaan/sangkaan
terjadinya penyimpangan yang dimana kesimpulan auditor tersebut memiliki
tujuan yang lebih spesifik tergantung organisasi/lembaga serta mandat lembaga
tersebut terhadap sebuah penyimpangan (Tuanakotta, 2010:319).
Pada sektor publik, dalam konteks penyimpangan yang mengakibatkan
kerugian negara, salah satu tujuan audit investigasi yang paling sering digunakan
adalah audit investigasi sebagai alat bukti di pengadilan. Pickett dan Pickett
dalam Tuanakotta (2010:316) menjelaskan salah satu alternatif tujuan audit
investigasi sebagai berikut.
Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan
ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk
meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah forensic evidence, dan
bukan sekedar bukti audit.
Pendapat diatas menekankan bahwa dalam audit investigasi, kesimpulan
auditor yang didasarkan pada bukti audit harus dirancang agar bisa diterima
3sebagai bukti hukum untuk digunakan di pengadilan dengan tujuan meyakinkan
hakim dalam mengambil keputusan terhadap sebuah perkara/kasus. Hal ini
menegaskan adanya alternatif bukti audit dalam audit investigasi dapat diubah
menjadi bukti hukum sesuai dengan konsep forensic evidence yang disebutkan
sebelumnya. Dalam hal ini, kesimpulan auditor dari sebuah proses audit
investigasi itu dianggap sebagai forensic evidence, yang memiliki karakteristik
dirancang untuk dapat menjelaskan secara rinci tentang bagaimana sebuah
penyimpangan terjadi.
Di Indonesia sendiri, istilah bukti hukum sendiri tidak terlalu familiar di
masyarakat awam. Bukti hukum di Indonesia lebih diidentikkan berdasarkan
sebagai instrumen untuk keperluan pembuktian, oleh karena itu istilah “alat bukti”
lebih dikenal. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu
tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan
pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya
suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Prinst, 1998:135). Lebih
lanjut, istilah alat bukti memperoleh legal standing dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia serta diatur beberapa jenis alat bukti yang sah
sebagaimana disebutkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana) Pasal 184 (ayat 1) yang berbunyi.
Alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,
dan keterangan terdakwa.
Dalam konteks audit investigasi, pengumpulan dan evaluasi bukti audit
akan mendasari auditor untuk menarik kesimpulan terhadap suatu
penyimpangan dan penghitungan kerugian. Bila dihubungkan dengan bunyi
pasal diatas, maka kesimpulan auditor yang dituangkan ke dalam laporan hasil
audit investigasi dapat berfungsi sebagai alat bukti surat. Hal ini sejalan dengan
KUHAP Pasal 187 yaitu, “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1)
4huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,
adalah:……c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari
padanya”. Adanya penekanan terhadap alat bukti surat yang memuat pendapat seorang
ahli, menegaskan relevansi dan legitimasi laporan audit investigasi sebagai alat bukti
yang sah menurut KUHAP. Selain itu, keterangan dari auditor yang memiliki keahlian di
bidang audit juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah di persidangan menurut KUHAP
dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendukung kesimpulan yang tertuang dalam
laporan audit investigasi.
Gambaran diatas menunjukkan bahwa bukti audit dan bukti hukum atau
yang dikenal dengan alat bukti, memiliki kesamaan konsep. Kesamaan tersebut
dapat dilihat dari jenis bukti dalam disiplin audit sekiranya tidak jauh berbeda
dengan bukti hukum atau alat bukti. Misalnya, dalam sebuah audit investigasi
pada tahap penyelidikan yang dilakukan berdasarkan permintaan penyidik,
terdapat indikasi penyimpangan wanprestasi pekerjaan yang didasari
perjanjian/kontrak antara lembaga pemerintah dan pihak ketiga yang berpotensi
mengakibatkan kerugian negara, auditor mengumpulkan bukti-bukti berupa
kontrak dan catatan keuangan/pembayaran yang oleh auditor dianggap sebagai
bukti audit, sedangkan disisi lain penyidik juga menganggap bukti-bukti yang
dikumpulkan oleh auditor tersebut sebagai bukti hukum/alat bukti dan mencatat
bukti-bukti tersebut kedalam berkas penyelidikan.
Hal ini menggambarkan bahwa bukti berupa kontrak dan catatan
keuangan/pembayaran tersebut sejatinya merupakan satu bukti, tanpa melihat
apakah bukti tersebut merupakan bukti audit ataupun bukti hukum/alat bukti.
Perbedaan antara bukti audit dan bukti hukum/alat bukti pada contoh diatas,
hanyalah terletak pada kewenangan dan legitimasi dari pihak-pihak yang
mengumpulkan bukti. Bagi auditor sendiri, bukti tersebut akan dianggap sebagai
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menentukan alat bukti. Sebaliknya bagi penyidik itu sendiri, bukti tersebut akan
dianggap sebagai bukti hukum/alat bukti karena penyidik memiliki kewenangan
dalam menentukan alat bukti dan di lain sisi dipandang tidak memiliki kompetensi
dan keahlian di bidang audit sehingga tidak relevan apabila penyidik
menganggap bukti tersebut sebagai bukti audit. Selain itu, perbedaan juga dapat
ditemukan pada legalitas beberapa jenis bukti seperti keterangan ahli,
keterangan terdakwa, dan keterangan saksi yang harus dibuat menurut sumpah
jabatan untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan bukti audit
berupa permintaan keterangan maupun konfirmasi ke pihak eksternal tidak
membutuhkan adanya sumpah jabatan untuk diakui sebagai bukti audit.
Pentingnya fungsi bukti audit dalam audit investigasi yang seringkali
digunakan sebagai bukti hukum/alat bukti di pengadilan, memerlukan
pemahaman dari auditor agar bukti tersebut dapat menghasilkan kesimpulan
yang tepat dan tidak bias tentang penyimpangan yang terjadi. Sejatinya, auditor
yang memiliki pengalaman dalam audit investigasi yang berujung pada
penyelesaian masalah hukum di pengadilan, harusnya mengetahui hubungan
antara bukti audit dan bukti hukum/alat bukti agar bukti audit tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini sangat penting, agar pemaknaan
auditor tentang bukti audit dan bukti hukum/alat bukti dapat menghasilkan
kesimpulan yang dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung proses
penyelesaian kasus di persidangan. Namun adanya faktor-faktor baik itu berupa
faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi perspektif tiap-tiap auditor
dalam memaknai bukti audit dan bukti hukum/alat bukti serta hubungan antara
keduanya. Setiap auditor dapat memiliki pemaknaan yang sangat bervariasi
tentang bukti audit dan bukti hukum/alat bukti khususnya dalam konteks
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subjektif tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi diri auditor tersebut.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti memutuskan
untuk mengangkat judul: “Analisis Pemaknaan Bukti Audit dan Bukti Hukum
menurut Perspektif Auditor”.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
“bagaimana pemaknaan auditor atas bukti audit dan bukti hukum?” tidak
menutup kemungkinan tambahan permasalahan yang ditemukan pada saat
penelitian akan ditambahkan pada saat penulisan hasil penelitian.
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai
melalui penelitian ini adalah mengetahui makna bukti audit dan  bukti hukum
menurut perspektif auditor dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pemaknaan auditor tersebut.
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoretis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran atau memperkaya konsep-konsep mengenai
pemaknaan bukti audit dan bukti hukum menurut perspektif
auditor.
72. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor
yang mempengaruhi pemaknaan bukti audit dan bukti hukum
menurut perspektif auditor.
1.4.2 Kegunaan Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif
pemecahan masalah, khususnya dalam hal pengumpulan,
interpretasi, dan analisis bukti audit dan bukti hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan batasan yang jelas
antara bukti audit dan bukti hukum sehingga dapat
menjembatani perbedaan persepsi antara auditor dan penyidik.
1.4.3 Kegunaan Kebijakan
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi lembaga audit dalam rangka penyempurnaan
prosedur audit investigasi, khususnya pengumpulan,
interpretasi, dan analisis bukti-bukti audit yang ditemukan di
lapangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran konstruktif
yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi
antara lembaga audit dan lembaga penegak hukum dalam
rangka percepatan penanganan dugaan tindak pidana korupsi
yang melibatkan audit investigasi di dalamnya.
81.5 Sistematika Penulisan
Bab I
Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Landasan teori yang menguraikan teori-teori yang dijadikan landasan
dalam melakukan penelitian yaitu, teori kognitif sosial, audit dan audit
investigasi, alat bukti, bukti audit, dan bukti hukum.
Bab III
Metode penelitian yang menguraikan daerah penelitian, metode
pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisis.
Bab IV
Pembahasan yang menguraikan hasil penelitian mengenai makna bukti
audit dan bukti hukum menurut perspektif auditor yang pernah
melaksanakan audit investigasi, persamaan, perbedaan, dan hubungan
antara bukti audit dan bukti hukum menurut perspektif auditor, dan faktor-
faktor yang melatarbelakangi pemaknaan auditor terkait bukti audit dan
bukti hukum.
Bab V
Penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep
2.1.1 Teori Kognitif Sosial
Teori kognitif sosial (social cognitive theory) yang dikemukakan oleh
Albert Bandura (1986) menyatakan bahwa “faktor sosial dan kognitif serta
faktor pelaku memainkan peran penting  dalam  pembelajaran”. Bandura
sebagai seorang penganut aliran behaviorisme, namun memiliki perbedaan
perspektif dalam memandang sebuah proses belajar dan perubahan perilaku
dibanding sesama peneliti aliran behaviorisme lainnya. Aliran behaviorisme
percaya bahwa proses belajar seseorang hanya ditentukan oleh adanya
stimulus yang dianggap sebagai penyebab dan respon sebagai akibat/dampak
dari lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan Bandura lebih percaya
bahwa proses belajar dan perubahan perilaku tidak hanya ditentukan oleh
stimulus dan respon dari lingkungan internal maupun eksternal, namun juga
dipengaruhi oleh proses kognitif yang telah menjadi bawaan orang setiap lahir.
Setiap orang lahir dengan bakat dan kemampuan mentalnya sendiri. Faktor
bawaan ini memungkinkan seseorang untuk menentukan apakah sebuah
stimulus akan direspon atau tidak (Bandura,1986).
Bandura mengembangkan model deterministic reciprocal yang terdiri
dari tiga faktor utama yaitu perilaku (behavior), personal/kognitif, dan
lingkungan (environment). Berikut adalah gambaran dari model deterministic
reciprocal Bandura.
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Gambar 2.1.1 Bandura’s Deterministic Reciprocal Model
Gambar diatas memperlihatkan bahwa ketiga faktor yaitu, perilaku
(behavior), personal/kognitif (person), dan lingkungan (environment) memiliki
hubungan dua arah dan saling berinteraksi dalam proses pembelajaran.
Dalam suatu lingkungan instansi audit, faktor lingkungan berupa budaya dan
kebiasaan, mempengaruhi faktor individu dari tiap auditor untuk menyesuaikan
diri agar perilakunya dapat diterima sesuai dengan kebiasaan atau budaya
dalam lingkungan instansi audit tersebut. Adapun perilaku individu auditor
yang menggambarkan contoh ideal dan dianggap sebagai model yang patut
ditiru secara tidak langsung dapat diakui dan dijadikan contoh berperilaku oleh
auditor yang lain, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi lingkungan
instansi audit secara keseluruhan. Faktor kognitif dan personal yang
mencakup karakteristik individu (ekspektasi, self efficacy, self regulation) dapat
mempengaruhi perilaku tiap-tiap individu secara bervariasi, begitupun
sebaliknya perilaku dapat mempengaruhi faktor kognitif dan personal. Dalam
hal ini, faktor kognitif berupa ekspektasi/penerimaan seorang auditor untuk
meraih keberhasilan, faktor sosial mencakup pengamatan terhadap perilaku
orang-orang sekitarnya. Hal ini terkait erat dengan pemaknaan bukti audit
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yang dipengaruhi faktor sosial dan kognitif auditor terhadap lingkungannya.
Adanya proses meniru dan belajar oleh auditor junior yang berperan sebagai
anggota tim dengan meniru auditor senior mempengaruhi pemaknaan auditor
junior itu nantinya terhadap bukti audit maupun bukti hukum.
Menurut Bandura (1986), “sebagian besar manusia belajar melalui
pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain”. Inti dari
pembelajaran sosial adalah peniruan (modelling), dan peniruan ini merupakan
salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Bandura
(1986) menambahkan bahwa ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan
antara lain sebagai berikut.
Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi
yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru
perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau
penguatan negatif, saat mengamati itu sedang memperhatikan model itu
mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut
dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai
secara tuntas apa yang dipelajari itu.
Dalam sebuah tim audit, dapat terlihat model pembelajaran bandura
secara alami terjadi. Adanya introspeksi dan sikap mengambil contoh dari
kegagalan rekan setim dalam melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu
membuat anggota tim yang lain berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan
dengan tepat waktu, dengan harapan mendapat penguatan berupa pujian.
Model pembelajaran dengan mengamati lebih dikenal dengan
observational learning. Observational learning menurut Bandura melalui empat
fase yaitu, attentional phase (fase memperhatikan), retention phase (fase
menyimpan informasi), reproduction phase (fase mereproduksi), dan
motivational phase (fase memotivasi) (Bandura, 1986). Observational learning
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sendiri memiliki tiga model dasar yang sering digunakan, yaitu model hidup,
yang melibatkan seorang individu yang sebenarnya mendemonstrasikan atau
bertindak keluar perilaku; model pembelajaran verbal, yang melibatkan
deskripsi dan penjelasan perilaku; model simbolik, yang melibatkan karakter
nyata atau fiksi menampilkan perilaku dalam buku-buku, film, program televisi,
atau media online (Bandura, 1986). Model dasar yang paling memiliki potensi
untuk diadopsi oleh sebuah auditor adalah observational learning oleh model
hidup. Adanya hierarkhi dalam tim audit, serta kesadaran auditor junior
terhadap kompetensi dan pengalaman auditor senior menjadi acuan bagi
auditor junior untuk mengamati dan meniru perilaku auditor yang lebih senior
baik itu terkait pelaksanaan pekerjaan, cara komunikasi dengan pihak auditi,
maupun perspektif dalam memandang bukti audit dan bukti hukum.
Observational learning dan tiga model dasar yang dikemukakan
diatas bukan merupakan satu-satunya cara belajar sosial kognitif. Lebih lanjut
Bandura (1986) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan
skill dan pengetahuan yang kompleks antara lain.
tidak hanya bergantung pada proses perhatian, retensi, motor reproduksi dan
motivasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari
diri pembelajar sendiri yakni “sense of self efficacy” dan “self-regulatory
system”. Sense of self efficacy adalah keyakinan pembelajar bahwa ia dapat
menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang berlaku. Self
regulatory adalah menunjuk kepada struktur kognitif yang memberi referensi
tingkah laku dan hasil belajar dan sub proses kognitif yang merasakan,
mengevaluasi, dan pengatur tingkah laku kita.
Seperti yang dijelaskan diatas, terdapat unsur-unsur yang
mempengaruhi proses belajar dimana unsur tersebut berasal dari diri
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pembelajar sendiri. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan self efficacy dan self
regulation. Bandura (1986) mengartikan self efficacy sebagai berikut.
Self efficacy merupakan keyakinan akan kemampuan individu untuk dapat
mengorganisasi dan melaksanakan serangkaian tindakan yang dianggap
perlu untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
Self efficacy secara sederhana dianggap sebagai penilaian terhadap
kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan standar
hasil yang telah ditetapkan. Hal ini sangat terkait dengan pekerjaan seorang
auditor yang dituntut harus selalu bekerja professional dan menghasilkan
pekerjaan yang memenuhi standar. Pengukuran self efficacy mengacu pada
tiga dimensi pengukuran, yaitu magnitude, strength, dan generality (Bandura,
1986). Selanjutnya, Bandura (1986) menjelaskan tiga dimensi pengukuran self
efficacy sebagai berikut.
1. Magnitude
Merujuk kepada tingkat kesulitan yang diyakini oleh individu untuk dapat
diselesaikan.
2. Strenght
Merujuk kepada tingkat kepercayaan diri yang ada dalam diri seseorang
yang dapat ia wujudkan dalam meraih performa tertentu.
3. Generality
Menunjukkan apakah keyakinan efficacy akan berlangsung dalam domain
tertentu atau berlaku dalam berbagai macam aktifitas situasi.
Dalam suatu kegiatan audit, tahap pengumpulan dan analisis bukti
memerlukan pemaknaan bukti oleh auditor itu sendiri. Pemaknaan tersebut
sangat berpengaruh pada self efficacy auditor dalam menilai kemampuan diri
sendiri terhadap kemampuannya memaknai bukti, baik itu bukti audit maupun
bukti hukum. Self efficacy auditor dalam memaknai suatu bukti dipandang oleh
auditor akan memberikan keyakinan pada auditor dalam mempertahankan
kesimpulan audit dan memenuhi standar audit yang telah ditetapkan.
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Self regulation secara sederhana adalah proses mengatur diri sendiri
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Self regulated learning adalah
kemampuan memantau perilaku sendiri, dan merupakan kerja keras personaliti
manusia (Bandura, 1986). Dalam lingkungan audit, auditor mempelajari hal-hal
yang berhubungan dengan bukti audit yang nantinya akan mempengaruhi
pemaknaan dan analisis tiap auditor. Hal tersebut dapat auditor pelajari dari
pengalaman langsung atau tidak langsung dalam mengumpulkan dan
menganalisis bukti audit, yang nantinya hasilnya akan dijadikan standar acuan
kinerja oleh auditor. Standar acuan tersebut akan dipelajari lagi oleh auditor
dan akan dievaluasi oleh auditor yang merupakan bagian dari self regulatory
system dalam diri auditor. Jika standar acuan tersebut dianggap memenuhi
atau melebihi standar, maka ia akan dinilai positif dan akan digunakan
seterusnya oleh auditor. Namun, jika sebaliknya acuan tersebut dinilai negatif
maka akan dibuang dan digantikan dengan standar acuan yang lebih baik
menurut auditor itu sendiri.
Dalam melakukan self regulated, auditor mengalami proses belajar
untuk menetapkan bagaimana ia harusnya bersikap dan mengambil tindakan
pada tiap situasi-situasi tertentu yang sering terjadi. Selanjutnya Bandura
menyarankan tiga langkah dalam melaksanakan self regulated learning, yaitu.
1. Mengamati dan mengawasi diri sendiri
2. Membandingkan posisi diri dengan standar tertentu, dan
3. Memberikan respons sendiri (respons positif dan respons negatif).
Langkah-langkah diatas memperlihatkan bahwa self regulated system
memerlukan proses try and error hingga mendapatkan sistem/standar acuan
yang dapat diterima oleh auditor untuk dijadikan pengaturan diri dalam
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menghadapi berbagai situasi. Secara umum, teori kognitif sosial yang
dikembangkan oleh Albert Bandura memiliki relevansi dengan penelitian ini.
Pemaknaan auditor terhadap bukti audit dan bukti hukum yang sangat
bervariasi sangat bergantung terhadap faktor-faktor baik yang terdapat dalam
diri tiap auditor maupun faktor lingkungan.
Teori ini juga bisa menjelaskan, apabila terdapat kemungkinan faktor
peniruan atau modeling menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
pemaknaan auditor tentang bukti audit dan bukti hukum. Karena pada
dasarnya, teori ini memiliki konsep bahwa faktor kognitif yang ada dalam diri
tiap auditor dan faktor sosial yang berada di luar diri auditor yang menjadi
proses belajar auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, tingkat sense
of self efficacy dan self of regulatory yang berbeda-beda juga mempengaruhi
proses belajar tiap auditor sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi
perspektif pemaknaan tentang bukti audit dan bukti hukum antara tiap-tiap
auditor.
2.1.2 Audit
Porter et al. (2003:3) menyatakan bahwa “istilah audit berasal dari
bahasa Latin yang berarti pendengaran atau pemeriksaan.” Hal ini
menunjukkan bahwa audit sangat berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan
dengan menggunakan panca indera.
Kriteria penilaian dari sebuah penugasan audit harus berdasarkan
hukum dan regulasi yang berlaku pada organisasi/perusahaan yang diaudit ,
serta orang yang melakukan audit harus merupakan orang yang memiliki
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kompetensi di bidang audit itu sendiri. Arens, Beasley dan Elder (2012:4)
menggambarkan suatu proses audit yang berkaitan dengan pengumpulan
bukti-bukti serta atribut-atribut yang harus dimiliki oleh auditor sebagai berikut.
Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to
determine and report on the degree of correspondence between the
information and established criteria. Auditing should be done by a competent,
independent person.
Prosedur dalam suatu penugasan audit bertujuan untuk memberikan
opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemberian opini
dilakukan dengan menilai dokumen-dokumen terkait proses bisnis yang terjadi.
Dengan kata lain, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara
kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2004:4).
Selain untuk memberikan pendapat/opini terhadap kewajaran
penyajian laporan keuangan, audit memiliki peran penting terhadap pihak-
pihak pemakai laporan keuangan sebagai rujukan dalam pengambilan
keputusan. Mulyadi (2002) menggambarkan proses audit yang dihubungkan
dengan manfaatnya terhadap pemakai laporan keuangan sebagai berikut.
Auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.
Audit dapat dilakukan untuk berbagai tujuan sesuai dengan
kepentingan pihak pemakai laporan audit. Oleh karena itu, audit tidak hanya
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terbatas pada penilaian atas kewajaran laporan keuangan. Boynton et al.
(2003:6-7), Arens et al. (2012:12), dan Porter et al. (2003:4) membagi audit
menjadi tiga jenis utama dan Messier (2000:11-13) menambahkan satu jenis
sehingga jenis audit adalah:
1. Audit laporan keuangan
Audit laporan keuangan berhubungan dengan kegiatan memperoleh dan
mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan tujuan
memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan
secara wajar dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum (GAAP) sebagai kriteria spesifik.
2. Audit kepatuhan
Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan sebatas apa aturan, kebijakan,
hukum, kesepakatan, atau regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih
tinggi diikuti oleh entitas yang diaudit. Audit kepatuhan berkaitan dengan
kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah
kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan aturan
dan kebijakan perusahaan atau pemerintah.
3. Audit operasional
Audit operasional melibatkan review sistematis dari aktivitas organisasi atau
bagian dari organisasi, terkait pada efisiensi dan efektifitas prosedur operasi
dan metode penggunaan sumber daya dalam hubungannya dengan
pencapaian tujuan tertentu. Audit operasional dilakukan untuk mengukur
kinerja, mengidentifikasi area untuk peningkatan, dan mengembangkan
rekomendasi. Audit operasional terkadang dapat disebut sebagai audit
kinerja atau audit manajemen.
4. Audit forensik
Tujuan audit forensik adalah deteksi atau pencegahan berbagai variasi
aktiitas melanggar aturan.
Jenis-jenis audit di atas dapat digunakan pada sektor privat maupun
sektor publik. Pada sektor publik, fokus utamanya adalah untuk memberikan
keyakinan terhadap penggunaan sumber-sumber daya baik yang berupa uang
maupun barang agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sesuai peraturan yang berlaku. Bastian (2011:42-51) membagi jenis-jenis audit
sektor publik menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Audit keuangan
Secara spesifik audit laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:
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Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah
untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenaiposisi keuangan,
hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
2. Audit kinerja
Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap
berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penelitian secara independen
atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit
kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan program.
3. Audit investigasi (Special Audit)
Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu,
yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area
pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi
penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk
ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang
ditemukan.
Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan
tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit
tujuan tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan
negara, audit investigasi, audit klaim, dan audit penyesuaian harga.
Berdasarkan beberapa pengertian ahli di atas, terdapat perbedaan
mendasar antara tiap jenis audit, khususnya audit umum (audit atas laporan
keuangan) dengan audit investigasi dalam rangka pemeriksaan atas fraud.
Tuannakota (2010:293) menjabarkan beberapa perbedaan antara audit umum
dan pemeriksaan atas fraud dapat dilihat dalam tabel 2.2.
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2.1.3 Fraud dan Korupsi
Banyak pendapat terkait definisi yang benar-benar dapat
menggambarkan fraud serta ciri-ciri perilaku fraud. Black Law Dictionary dalam
Priantara (2013:3) menyatakan bahwa definisi fraud adalah “the intentional use
of deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his money, porperty or
Sifat pekerjan audit adalah
tidak bermusuhan
Karena pada akhirnya
pemeriksa harus menentukan
siapa yang bersalah, sifat
pemeriksaan fraud adalah
bermusuhan
Methodology Audit Techniques Fraud Examination
Techniques
Audit dilakukan terutama
dengan pemeriksaan data
keuangan
Pemeriksaan fraud dilakuka
dengan memeriksa dokumen,
telaah data ekstern, dan
wawancara
Presumption Professional Skepticism Proof
Auditor melaksanakan
tugasnya dengan professional
skepticism
Pemeriksa fraud berupaya
men gumpulkan bukti untuk
mendukung atau membantah
dugaan, tuduhan atau
sangkaan terjadinya fraud
Sumber: (Tuannakota, 2010:293)
Tabel 2.2 Perbedaan audit umum dan pemeriksaan fraud
Issue Auditing Fraud Examination
Timing Recurring Non -recurring
Audit dilakukan secara teratur,
berkala, dan berulang kembali
(recurring )
Pemeriksaan fraud tidak
berulang kembali, dilakukan
setelah ada cukup indikasi
Scope General Specific
Lingkup audit adalah
pmeriksaan umum atas data
keuangan
Pemeriksaan fraud diarahkan
pada dugaan, tuduhan atau
sangkaan yang spesifik
Objective Opinion Affix Blame
Tujuan audit adalah untuk
memberikan pendapat atas
kewajaran laporan keuangan
Tujuan pemeriksaan fraud
adalah untuk memastikan
apakah fraud memang terjadi,
dan untuk menenukan siapa
yang bertanggung jawab
Relationship Non -adversarial Adversarial
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legal right, either as a cause of action or as a fatal element in the action itself.”
Pendapat di atas menjelaskan bahwa fraud identik dengan suatu perbuatan
sengaja untuk menipu atau membohongi, dengan tujuan mengambil atau
menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu
tindakan atau dampak dari tindakan itu sendiri.
Fraud juga seringkali diartikan sebagai perbuatan yang dicirikan
dengan pengelabuan atas pelanggaran kepercayaan yang diberikan atau
dikenal dengan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini dipertegas oleh Institute
of Internal Auditors dalam Priantara (2013:4) yang menjelaskan fraud sebagai
berikut.
Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust.
These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force.
Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain: money,
property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure
personal or business advantage.
Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu ‘corruptio’ atau ‘corruptus’.
Kata korupsi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris corrupt yang
yang merupakan perpaduan dari dua bahasa latin yaitu com yang artinya
bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol (Priantara, 2013:7).
Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi
sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan
sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;penggunaan waktu
dinas (bekerja) untuk urusan pribadi”.
Korupsi merupakan suatu outcome dari sebuah pelanggaran atas
norma-norma atau peraturan hukum yang berlaku. Korupsi umumnya
didefinisikan sebagai penyalahgunan jabatan di sektor pemerintahan (misuse
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of public office) untuk keuntungan pribadi yang meliputi, misalnya, penjualan
kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, kickbacks dalam pengadaan
di sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” (embezzlement) dana-
dana pemerintah (Tuannakota, 2010:226).
Bila ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, menurut
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, disebutkan bahwa.
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan
pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling
sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Pasal di atas menggambarkan bahwa ancaman sanksi pidana berupa
penjara terkait tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dikenakan kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun juga dapat dikenakan
terhadap siapa saja di luar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
melakukan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang
tersebut. Ancaman penjara tersebut terkait tindakan penyuapan, gratifikasi,
dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sah.
Lingkungan perekonomian, kelembagaan, budaya, dan gaya hidup
dapat menentukan apakah korupsi akan mewabah di suatu negara atau tidak.
Sistem perekonomian dan kelembagaan yang meningkatkan manfaat atau
“keuntungan” korupsi cenderung memiliki empat ciri: (a) individu pejabat
mempunyai kekuasaan mutlak (substantial monopoly power) atas
pengambilan keputusan; (b) pejabat yang bersangkutan mempunyai
22
kelonggaran wewenang (discretion) yang besar; (c) mereka tidak perlu
mempertanggungjawabkan (unaccountable) terhadap tindakan mereka; dan
(d) mereka beroperasi dalam lingkungan yang rendah tingkat keterbukaannya
(an environment of low transparency (Tuannakota 2010:226). Tuanakotta
menambahkan penjelasannya dengan menggambarkan empat ciri di atas
dalam sebuah rumus atau persamaan seperti berikut
C = MP + D - A - T dm
di mana:
C       = corruption
MP    = monopoly power
D       = discretion
A       = accountability
T dm = transparency of decision-making
2.1.4 Audit Investigasi
Audit investigasi adalah salah satu bentuk audit dengan tujuan
tertentu yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu
hal/permasalahan khusus yang diaudit. ACFE dalam Priantara (2013:27)
secara resmi mendefinisikan fraud examination sebagai berikut.
Fraud examination is methodology for resolving fraud allegations from
inception to disposition. More specifically, fraud examination involves
obtaining evidences and taking statement, writing reports, testifying to
findings, and assisting in the detection and prevention of fraud.
Fraud examination atau biasa dikenal dengan audit investigasi
melibatkan pengumpulan bukti-bukti dalam rangka mengungkap terjadinya
suatu penyimpangan. Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan, maka fokus
pemeriksaan diarahkan secara mendalam dan spesifik pada titik-titik kritis
dimana indikasi penyimpangan terlihat di awal, maka audit investigasi adalah
kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya,
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dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga
mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan
hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat
penyimpangan wewenang yang ditemukan (Bastian, 2007:49).
Selain itu, audit investigasi adalah metode pemeriksaan fraud yang
didesain untuk tahan uji di pengadilan dalam rangka pembuktian terjadinya
perbuatan melawan hukum. Tuannakota (2016:360) dalam bukunya
menyebutkan bahwa.
Tujuan audit investigasi adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat
diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau
mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara
atau hukum pembuktian yang berlaku.
Salah satu tujuan utama audit investigasi adalah dalam rangka
mengungkap terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian
negara, selain untuk mengungkap terjadinya penyimpangan, tujuan audit
investigasi adalah mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya,
serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berasarkan
pengaduan atau informasi dari masyarakat (Bastian 2007:49).
Fraud examination memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan
audit investigasi yaitu sebagai suatu upaya pembuktian, baik itu atas terjadinya
atas tidak terjadinya suatu penyimpangan. Priantara (2013:27) menyatakan
bahwa fraud examination bertujuan sebagai berikut.
1. Membuktikan sejauh mana kebenaran isu fraud yang terkait dengan
peristiwa ekonomi di masa lalu atau yang sedang terjadi.
2. Memperbaiki kelemahan kebijakan, prosedur, sistem, alat, manusia yang
memberikan peluang fraud terjadi, menemukan siapa pelaku baik pelaku
individu atau berkelompok, mendapatkan informasi keuangan, data
pribadi dan data lain tentang pelaku.
3. Mendapatkan barang bukti dan alat bukti untuk proses hukum
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4. Sebagai ‘senjata’ untuk memerangi fraud di semua sektor bisnis dan
pemerintahan.
Aspek hukum dalam sebuah audit investigasi dapat terlihat khususnya
apabila audit investigasi yang dilakukan menghasilkan temuan berupa
kerugian keuangan. Audit investigasi juga merupakan bagian dari praktik
akuntansi, khususnya akuntansi forensik. Tuanakotta (2010:4), mendefinisikan
akuntansi forensik dengan “penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas,
termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam
atau di luar pengadilan”.
Dalam hal ini, penerapan auditing yang tahan uji dan lazim digunakan
untuk penyelesaian hukum dikenal dengan audit investigasi. Istilah akuntansi
forensik dalam definisi tersebut dapat digunakan dalam pengertian yang luas,
termasuk audit. Hal yang membedakan akuntansi dan audit adalah akuntansi
berkaitan dengan perhitungan sedangkan audit berkaitan dengan adanya
penelusuran untuk memastikan kepastian atau kewajaran dari apa yang
dilaporkan. Jadi, akuntansi forensik memayungi segala macam kegiatan
akuntansi untuk kepentingan hukum. Tuanakotta (2010:19) menggambarkan
diagram yang menggambarkan hubungan antara akuntansi, auditing, dan
hukum sebagai berikut.
Gambar 2.1.4 Diagram akuntansi forensik
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Diagram di atas menggambarkan hubungan antara audit, akuntansi,
dan hukum. Diagram tersebut dapat dikembangkan lagi untuk
menggambarkan proses audit investigasi yang merupakan bagian dari
penggabungan antara audit, akuntansi, dan hukum dengan memasukkan
unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Dengan memasukkan
unsur tindak pidana korupsi, maka unsur akuntansinya adalah berupa
perhitungan kerugian keuangan negara dan unsur hukumnya berupa proses
pada pengadilan tipikor. Tuannakota (2016:360) dalam bukunya menyebutkan
bahwa.
tujuan audit investigasi adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat
diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau
mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara
atau hukum pembuktian yang berlaku.
Audit investigasi secara umum dapat digunakan untuk berbagai
tujuan, bukan hanya untuk keperluan penyelesaian masalah hukum di
pengadilan. Pickett dan Pickett dalam Tuannakota (2016:316-319)
menyatakan bahwa tujuan investigasi adalah.
1. Memberhentikan manajemen.
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya
bukti.
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah.
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk
investigasi.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari
kerugian yang terjadi.
6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga
menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi
tersebut.
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan.
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan
perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu
pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.
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13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atu menghilang sebelum
tindak lanjut yang tepat dapat diambil.
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan
sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan
membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik
lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat
kaleng) untuk menanggapinya secara tepat.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga.
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhui semua ketentuan
mengenai due dilligence dan klaim kepada pihak ketiga.
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam
perbuatan yang tidak terpuji.
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau
lembaga ini tidak terperangkap dalma ancaman tuntutan pencemaran
nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya
kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang
mendukung tuduhan atau dakawaan terhadap si pelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko
terjadinya kecurangan ini dengan tepat.
Di Indonesia sendiri belum secara spesifik mengatur tentang standar
audit investigasi. Namun pengertian tentang audit investigasi disebutkan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/05/M.PAN/03/2008 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa “audit investigasi
adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara
sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu
perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.”
Tuannakota (2010:19) menyatakan bahwa “audit investigasi dimulai
pada bagian kedua dari audit fraud yang bersifat reaktif, yakni sesudah
ditemukannya indikasi awal adanya fraud. Audit investigasi merupakan bagian
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dan titik awal dari akuntansi forensik”. ACFE dalam Tuannakota (2016:322-
324) menyebut terdapat tiga aksioma dalam melakukan investigasi atau
pemeriksaan fraud. Aksioma adalah klaim atau pernyataan yang dapat
dianggap benar tanpa pembuktian lebih lanjut. Ketiga aksioma tersebut terdiri
atas.
1. Fraud selalu tersembunyi.
Fraud adalah kejahatan yang sifatnya tersembunyi yang mana modus
operandinya bertujuan untuk melakukan tipuan dan menyembunyikan
terjadinya fraud. Berbagai metode digunakan oleh pelaku fraud untuk
menyembunyikan fraud, sehingga seorang investigator sebaiknya tidak
memberikan pendapat bahwa suatu fraud terjadi atau tidak terjadi dalam
suatu lembaga, perusahaan, atau entitas.
2. Pembuktian terbalik.
Dalam membuktikan fraud terjadi atau tidak terjadi, pembuktian fraud harus
dilakukan dari dua arah sebaliknya. Untuk membuktikkan fraud terjadi, maka
pembuktiannya harus meliputi bahwa fraud memang terjadi, begitu pula
sebaliknya, dalam upaya membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, maka
upaya pembuktian fraud terjadi juga harus dilakukan.
3. Keterjadian fraud
Aksioma ini menyebutkan bahwa hanya pengadilan yang berhak
menetapkan apakah fraud terjadi atau tidak. Dalam hal ini pemeriksa fraud
atau investigator hanya berhak untuk berupaya membuktikan terjadinya atau
tidak terjadinya fraud, sedangkan bersalah atau tidaknya seseorang
ditentukan oleh vonis yang diberikan pengadilan.
Audit investigasi sangat terkait erat dengan pengumpulan bukti-bukti di
lapangan. Albrecht et al. (2012:80) menyebutkan bahwa terdapat empat jenis
bukti yang dapat dikumpulkan selama melakukan investigasi fraud,
diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Bukti testimonial, bukti yang didapat dari individual. Teknik investigasi
khusus yang digunakan untuk mendapatkan testimonial adalah
wawancara, interogasi, dan tes kejujuran.
2. Bukti dokumentasi, adalah bukti yang didapat dari kertas, komputer, atau
sumber tertulis maupun tercetak lain. Metode dalam mendapatkan bukti
dokumenter diantaranya adalah pemeriksaan dokumen, pemeriksaan
catatan publik, data mining, audit, pemeriksaan komputer, dan analisis
laporan keuangan.
3. Bukti fisik, di dalamnya termasuk sidik jari, bekas ban kendaraan, senjata,
barang curian, nomor identifikasi, atau tanda pada barang curian, dan
bukti berwujud lainnya yang dapat dihubungkan dengan tindakan tidak
terpuji.
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4. Pengamatan pribadi, merupakan bukti yang dapat dirasakan baik itu
didengar, dilihat, disentuh, atau dirasakan oleh investigator itu sendiri.
Dalam melakukan investigasi terhadap fraud, auditor harus mampu
menyusun strategi yang matang dalam pengumpulan bukti. Auditor yang
sedang melakukan investigasi fraud harus dilakukan dengan sangat hati-hati,
di mana sangat penting investigasi tidak membuat terduga pelaku waspada
akan berjalannya investigasi, atau terduga pelaku tersebut dapat bersembunyi
atau menghancurkan barang bukti (Albrecht et al. 2012:80).
Dalam melakukan audit investigasi, auditor juga memerlukan acuan
agar hasil kerja dapat diakui oleh berbagai pihak. Acuan tersebut harus dapat
merumuskan standar bagaimana sebuah audit investigasi harusnya dilakukan.
Akuntan publik memiliki SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik), yang memuat
standar-standar audit, atestasi, pengendalian mutu, dan lain-lain. Akan tetapi,
SPAP tidak secara khusus mengatur audit investigasi/fraud examination.
Namun dalam sebuah pekerjaan audit investigasi, pihak-pihak yang
berkepentingan menuntut adanya standar audit investigasi dengan tujuan
untuk mengukur kinerja dan mutu kerja auditor.
K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam Tuanakotta
(2010:115), merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigasi
terhadap fraud. Namun konteks yang dirujuk masih terbatas pada fraud yang
dilakukan oleh pegawai pada sebuah perusahaan. Adapun standar yang
dimaksud, yaitu:
a. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (accepted
best practices).
b. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga
bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
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c. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi,
dan diindeks; dan jejak audit tersedia.
d. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan
senantiasa menghormatinya.
e. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan
kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai
tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
f. Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang
sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
g. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk
perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak
dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat
rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan
catatan, melibatkan dan/atau melapor ke polisi, kewajiban hukum, dan
persyaratan mengenai pelaporan.
2.1.5 Alat Bukti
Seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, bahwa audit
investigasi memerlukan pembuktian dalam mengungkap terjadinya
penyimpangan. Pembuktian memerlukan bukti-bukti yang sah dan dapat
diterima secara hukum, khususnya audit investigasi yang berujung pada
penyelesaian pengadilan. Dalam sistem hukum di Indonesia, bukti-bukti yang
digunakan untuk mengungkap suatu perkara hukum dikenal dengan istilah alat
bukti. Prinst (1998:135) memberikan definisi alat-alat bukti yang sah, yaitu.
Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-
alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna
menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Di dalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang
dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar
KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang
mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut
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a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Dalam sub bab ini, peneliti hanya akan menjelaskan tentang
pengertian tiga jenis alat bukti yang relevan dalam pelaksanaan audit
investigasi, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Keterangan
saksi dijelaskan secara rinci pada pasal 27. Pasal 27 menyatakan bahwa,
“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu”.
Sedangkan untuk alat bukti keterangan ahli yang akan digunakan
untuk menjelaskan laporan audit investigasi oleh auditor investigasi dijelaskan
di Pasal 1 ayat 28. Adapun pasal tersebut berbunyi “keterangan ahli adalah
keterangan yang diberikan oleh seseorang memiliki keahlian khusus tentang
hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan”.
Alat bukti surat diidentifikasikan sebagai dokumen yang memberikan
sebagian/seluruh kejadian yang berhubungan dengan suatu kasus. Dalam hal
ini, laporan hasil audit investigasi dianggap sebagai alat bukti surat di
pengadilan, yang nantinya akan didukung dengan alat bukti keterangan ahli di
pengadilan oleh auditor yang melakukan audit investigasi. Pengertian dari alat
bukti surat menurut hukum acara pidana sendiri, tidak secara definitif diatur
dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tetang
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alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah
alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan
dengan sumpah. Pada KUHAP pasal 187 berbunyi “Surat sebagaimana
tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau
dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau
yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangannya itu;
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan
bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya;
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari
alat pembuktian yang lain.
Sedangkan alat bukti petunjuk dijelaskan pada pasal 188 ayat (1).
Pasal tersebut berbunyi, “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan,
yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti yang terakhir adalah
keterangan terdakwa yang dijelaskan pada pasal 189 ayat (1). Pasal tersebut
berbunyi, “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami
sendiri”.
2.1.6 Bukti Audit
Pemahamahan yang kuat mengenai karakteristik bukti audit jelas
merupakan alat konseptual yang penting bagi auditor dan juga bagi
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professional di berbagai bidang. Arens, Elder, dan Beasley (2008 : 225)
mendefinisikan bukti audit sebagai “setiap informasi yang digunakan oleh
auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan”.
Bukti audit merupakan komponen yang sangat vital dalam sebuah
penugasan audit. Diperlukan kecermatan dari auditor dalam mengumpulkan
dan melakukan analisa terhadap kompetensi dan kecukupan bukti audit.
Pendapat tentang bukti audit juga dikemukakan oleh Messier et al. (2005:149),
sebagai berikut.
Bukti audit (audit evidence) adalah seluruh informasi yang digunakan oleh
auditor dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar pendapat audit, dan
mencakup informasi yang terdapat dalam laporan keuangan serta informasi
lainnya.
Dalam pengumpulan bukti audit, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan oleh auditor. Pengumpulan bukti dilakukan dengan
mempertimbangkan berbagai aspek. Terdapat empat jenis konsep bukti audit
yang penting untuk dipahami dalam pelaksanaan audit, yaitu sifat bukti audit,
kompetensi bukti audit, kecukupan bukti audit, dan evaluasi bukti audit
(Messier et al. 2005:156).
Sifat bukti audit meliputi catatan-catatan akuntansi dan informasi lain
selain catatan akuntansi (Messier et al. 2005:157). Catatan akuntansi yang
dimaksud seperti cek, rekening koran, faktur, kontrak, buku besar, ayat jurnal,
catatan yang mendukung kebijakan akuntansi yang diambil dan sebagainya.
Sedangkan informasi lain dapat berupa notulen rapat, hasil konfirmasi dari
pihak ketiga, data persaingan usaha, dokumentasi hasil pengamatan, dan lain-
lain.
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Selain sifat dari bukti audit, kompetensi bukti audit juga merupakan
salah satu karakteristik yang paling penting dalam konsep bukti audit.
Kompetensi adalah kadar kualitas dari suatu bukti, dimana akan dianggap
kompeten sebagai bukti apabila memberikan informasi yang relevan dan
andal. Kompetensi bukti tergantung pada relevansinya terhadap asersi yang
sedang diuji. Jika auditor bergantung pada bukti yang tidak berkaitan dengan
asersi, dia dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Adapun
keandalan dari bukti sangat ditentukan berdasarkan keyakinan bahwa suatu
jenis bukti dapat diandalkan untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya dari
suatu asersi (Messier et al. 2005:158).
Bukti audit yang cukup juga harus dapat diperoleh selama
pelaksanaan audit. Jumlah bukti audit ditentukan oleh professional judgment
dan risiko salah saji yang material, sehingga jumlah bukti audit juga
berhubungan dengan kualitas (kompetensi) bukti yang diperoleh. Terdapat
hubungan antara kecukupan bukti audit dengan kompetensi bukti audit.
Messier et al. (2005:159) menggambarkan hubungan antara kecukupan bukti
audit dengan kompetensi bukti audit sebagai berikut.
Jumlah bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh risiko salah saji dan oleh
kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Oleh karena itu, semakin besar risiko
salah saji, semakin banyak bukti audit yang kemungkinan diperlukan untuk
memenuhi pengujian audit. Dan semakin tinggi kualitas bukti, semakin sedikit
bukti yang diperlukan untuk memenuhi pengujian audit.
Karakteristik terakhir dari konsep bukti audit adalah terkait evaluasi bukti
audit itu sendiri. Aspek evaluasi bukti audit sangat bergantung pada keahlian
auditor yang melaksanakan audit. Pemahaman auditor atas jenis bukti yang
diperoleh serta keandalan dan cara mengukur keandalan dari bukti itu sendiri,
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menjadi faktor kunci keberhasilan auditor dalam mengevaluasi bukti audit
dengan tepat. Messier et al. (2005:160) mengatakan, “auditor harus mampu
menentukan kapan jumlah yang cukup dari bukti kompeten telah didapat untuk
memutuskan apakah kewajaran asersi manajemen dapat didukung”.
Segala informasi yang mendukung angka – angka atau informasi lain
yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor
sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. ISA 500 menggunakan
beberapa istilah dengan makna khusus, antara lain, Accounting records,
Appropriateness (of audit evidence), Audit evidence, Management’s expert,
Sufficiency (of audit evidence). ISA 500 (Audit Evidence) juga menegaskan
aspek bukti audit dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan
sebagai berikut.
The objective of the auditor is to design and perform audit procedures in such
way as to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to
be able to draw reasonable conclusions on which to base the auditor’s
opinion.
Istilah yang digunakan pada ISA 500 (Audit Evidence) memiliki makna
yang hampir sama dengan konsep bukti audit yang dikenal selama ini.
Tuanakotta (2015:82-84) dalam bukunya berjudul Audit Kontemporer,
mempertegas dan menjelaskan kelima istilah tersebut dengan urutan makna
dari yang paling umum hingga paling khusus, antara lain.
a. Audit Evidence (bukti audit) adalah informasi yang digunakan auditor
untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya.
Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting
(yang mendasari laporan keuangan) dan informasi lain (di luar catatan
accounting).
b. Accounting Records (catatan akuntansi) didefinisikan secara rinci
sebagai, catatan transaksi dan peristiwa accounting kedalam unsure debit
dan kredit; catatan pendukung (seperti cek, catatan transfer dana,
invoices, kontrak); buku besar dan buku tambahan; jurnal dan koreksi
penyesuaian; dan catatan berupa work sheets dan spreadsheets yang
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mendukung: alokasi beban biaya, berbagai perhitungan, rekonsiliasi, dan
pengungkapan (disclosures).
c. Appropriateness of Audit Evidence (ketepatan bukti audit) adalah ukuran
mutu atau kualitas suatu bukti audit. Ukuran kualitas dari bukti audit
ditunjukkan oleh relevansi (relevance) dan keandalan (reliability) dalam
mendukung kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditor.
d. Sufficiency of Audit Evidence (kecukupan bukti audit) adalah ukuran
kuantitas suatu bukti audit. Penilaian terhadap risiko salah saji dan mutu
bukti audit merupakan dua hal yang dapat mempengaruhi kecukupan
bukti audit.
e. Management’s Expert (Pengalaman Ahli) adalah orang atau organisasi
yang memiliki keahlian dalam suatu bidang di luar bidang accounting dan
auditing dan keahlian tersebut digunakan entitas untuk membantunya
menyiapkan laporan keuangan.
Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka
memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk
mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Lebih lanjut pada ISA 500
(paragraf 6), disebutkan bahwa "auditor harus merancang dan melaksanakan
prosedur audit yang tepat dalam berbagai situasi dengan tujuan untuk
memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat". Selain itu, ISA 500 (paragraf 7-
9) juga menjelaskan bahwa.
Pada saat merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus
mempertimbangkan relevansi dan keandalan dari informasi yang akan
digunakan sebagai bukti audit. Jika informasi yang akan digunakan sebagai
bukti audit telah disusun hasil pekerjaan/pengalaman ahli, maka auditor
sejauh yang diperlukan, dengan memperhatikan pentingnya pekerjaan yang
ahli untuk tujuan auditor, harus:
a. Mengevaluasi kompetensi, kemampuan dan objektivitas dari ahli tersebut;
b. Memperoleh pemahaman tentang hasil pekerjaan ahli itu; dan
c. Mengevaluasi kesesuaian pekerjaan yang ahli sebagai bukti audit untuk
pernyataan yang relevan.
Bila menggunakan informasi yang dihasilkan oleh entitas, auditor harus
mengevaluasi apakah informasi itu cukup handal untuk tujuan auditor,
termasuk, yang diperlukan dalam keadaan:
a. Memperoleh bukti audit tentang akurasi dan kelengkapan informasi; dan
b. Mengevaluasi apakah informasi tersebut cukup tepat dan rinci untuk
tujuan auditor."
Ukuran keabsahan (validity) bukti tersebut untuk tujuan audit
tergantung pada pertimbangan auditor independen; dalam hal ini bukti audit
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(audit evidence) berbeda dengan bukti hukum (legal evidence) yang diatur
secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi
pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam
rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.
Relevensi, objektivitas, ketepatan waktu dan keberadaan bukti audit
lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap
kompetensi bukti. ISA 500 (Paragraf 11) juga menjelaskan bahwa
inkonsistensi dan keraguan-keraguan terhadap bukti audit dapat melebihi
keandalannya, apabila.
a. Bukti audit diperoleh dari suatu sumber tidak konsisten dengan sumber
yang lain; atau
b. Auditor memiliki keraguan yang melebihi keandalan informasi yang ada
pada bukti audit.
Standar audit yang berlaku di Indonesia sendiri juga mengatur tentang
bukti audit, khususnya terkait teknik-teknik dalam memperoleh bukti audit.
Menurut PSA No. 07 Paragraf 1-2 berbunyi.
Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
Berbagai penjelasan diatas mengatur standar terkait bukti audit,
khususnya dalam rangka audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk
memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika
dikaitkan akuntansi forensik dan audit investigasi, di Indonesia sendiri belum
ada standar audit yang mengatur khusus terkait bukti audit dalam rangka
pengungkapan fraud. Namun William T. Thornhill dalam Tuanakotta
(2010:122), merinci standar khusus untuk akuntan forensik dan auditor
37
investigasi terkait pengumpulan dan evaluasi bukti pada saat melaksanakan
audit investigasi.
430 Pengumpulan Bukti:
Akuntan forensik bersama timnya melaksanakan apa yang direncanakan
untuk mengumpulkan bukti berkenaan dengan dugaan fraud.
440 Evaluasi Bukti:
Akuntan forensik bersama timnya harus menganalisis dan menginterpretasi
bukti-bukti yang dikumpulkan. Tentukan apakah masih ada data yang harus
dikumpulkan atau data yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai
kesimpulan yang benar.
Pada penjelasan di bab sebelumnya, diketahui bahwa auditor dan
penyidik bekerja sama dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap
terjadinya fraud. Kerjasama tersebut dilakukan secara serentak bersamaan
dan dalam konteks pekerjaan yang berbeda. Namun seringkali terjadi
perbedaan persepsi pada saat pengumpulan dan evaluasi bukti yang sebagian
besar disebabkan oleh faktor perbedaan latar belakang pendidikan.
Tuanakotta (2010:347), mempertegas hal ini dengan mengatakan bahwa.
Para auditor yang berlatar belakang pendidikan akuntansi mengenal istilah
bukti audit. Mereka bahkan mengira bahwa pengertian bukti dalam auditing
sama dengan yang digunakan di pengadilan atau dalam bidang hukum.
Faktanya, terdapat beberapa perbedaan dari berbagai karakteristik
signifikan yang membedakan bukti dalam auditing dan bukti dalam bidang
hukum. Tuanakotta (2010:346) menyajikan kembali perbandingan pengertian
bukti dalam ilmu “eksakta” (matematika, logika), ilmu fisikal (eksperimental),
hukum, sejarah, dan auditing dalam sebuah tabel. Tetapi khusus hanya untuk
membandingkan hukum dan auditing.
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Tabel 2.1.6 : Perbandingan karakteristik bukti berdasarkan ilmu hukum dan auditing
Significant Characteristics Law Auditing
Special purpose of area to which
evidence is pertinent Maintenance of justice
Protection of statement
readers
Subject matter to which evidence
is pertinent
Occurences at given
times and places
Financial statement
proposition
Method of collection or
development
 Presentation by
opposing parties
 Rational deduction and
inference
 Submission by
interested and
disinterested parties.
 Collected and
developed independent
party
Role of judgment-maker in
collection or development Passive Both positive and passive
Nature of rules governing the
study of evidence
 Logical presumptions
 Rules of admissibility
and relevance
Professional standards
Importance of time in judgment
formation and evidence collection A controlling factor A controlling factor
Compulsiveness of evidence in
judgment formation Persuasive
Varies from absolute to
persuasive
2.1.7 Bukti Hukum
Definisi dari “bukti hukum” sebenarnya tidak diatur dalam sistem
perundang-undangan yang dicantumkan dalam KUHAP dan KUHP. Bahkan
KUHAP sendiri tidak menjelaskan arti dari istilah “bukti” yang digunakannya.
Namun menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “bukti, yaitu
“1. Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; 2.
Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Tindakan penyidik yang berupaya
menunjukkan kebenaran suatu hal atau peristiwa merupakan pengumpulan
bukti. Tindakan ini bisa berupa:
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1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara
Pemeriksaan Tersangka, dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
2. Memperoleh laporan Ahli;
3. Menyita Surat dan Barang bukti
Dengan bukti-bukti ini, penyidik menentukan ada tidaknya tindak
pidana, jenis tindak pidana, dan pelakunya. Dalam hal tidak terdapat bukti
yang cukup, penyidik menghentikan penyidikan. Bukti yang cukup adalah
apabila terdapat sekurang-kurangnya dua bukti yang saling bersesuaian, dan
dari persesuaian itu diyakini telah terjadi tindak pidana dan siapa
tersangkanya.
2.2 Tinjauan Empirik
2.2.1 Penelitian Sebelumnya
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas
tentang bukti audit dan bukti hukum, khususnya dalam hubungannya dengan
pelaksanaan audit investigasi hingga pemberian keterangan ahli oleh auditor
investigasi di pengadilan. Aryo B, Endrawati, S.H, Zakaria, S.H., L.LM dalam
sebuah jurnal Universitas Brawijaya (2010:2) menyimpulkan bahwa.
Audit investigasi secara akurat dapat menentukan unsur kesalahan dan
kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi
secara akurat karena metode yang digunakan dalam audit investigasi adalah
merupakan penggabungan antara ilmu auditing dan ilmu penyidikan yang
dapat menentukan modus operandi, pihak yang terlibat dalam tindak pidana
korupsi, dan kerugian negara yang ditimbulkan.
Hasil penelitian diatas menggambarkan secara ringkas peran vital
audit investigasi dalam pengungkapan fraud, khususnya tindak pidana korupsi
yang memerlukan penyelesaian masalah di dalam pengadilan. Selain
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penyelesaian masalah hukum di dalam pengadilan, audit investigasi juga
dapat digunakan untuk pemecahan masalah hukum di luar pengadilan (non-
litigasi) atau sebagai early warning system terhadap potensi terjadinya
fraud/korupsi dalam sebuah organisasi. Sudaryati, Nafi’, Zahro (2013:1),
menegaskan peran audit investigasi secara lebih luas, yaitu.
Penegakan Good Governance tidak mudah dan banyak menghadapi
tantangan. Lingkungan usaha dan perubahan-perubahan dalam
pemerintahan melahirkan terlalu banyak insentif dan motivasi untuk korupsi.
Oleh karena itu, diperlukan Akuntansi Forensik yang merupakan penerapan
disiplin ilmu akuntansi dalam memecahkan masalah hukum di dalam
maupun diluar pengadilan.
Jika ditarik ke aspek yang lebih spesifik terkait bukti audit dan
pembuktiannya, seringkali auditor terperangkap dalam garis batas yang samar
antara bukti audit dan pembuktian. Bambang Sudibyo dalam Tuanakotta
(2010:348), memberikan pandangan yang lebih tegas terkait perbedaan antara
bukti (evidence) dan pembuktian (evidential matter) dengan mengatakan
bahwa.
Subyek dalam pengauditan adalah auditor yang mempunyai bakat dan
kemampuan memahami dan meyakini karena ia mempunyai indera, intelek
(otak), dan hati. Untuk memperoleh pemahaman dan keyakinan itu auditor
melakukan aktivitas observasi, inspeksi, konfirmasi, dan wawancara
terhadap objek pengauditan. Objek pengauditan adalah konkret dan riil yaitu
bukti-bukti atau evidence. Hasil dari aktivitas itu adalah kognisi atau
pemahaman dan keyakinan akan bukti-bukti pengauditan. Pemahaman dan
keyakinan akan bukti-bukti pengauditan itulah yang dimaksud dengan
evidential matter. Jadi, evidential matter ada di dalam benak auditor, bukan
suatu realitas objektif dan konkret yang berada di luar kesadaran intelektual
dan mental auditor. Evidential matter tidak sama dengan evidence.”
Penelitian yang lebih terkait dengan teknis dan kendala dalam rangka
pengumpulan dan evaluasi bukti juga telah pernah dilakukan sebelumnya.
Fuat (2013:1) menyatakan bahwa.
Penyidik dalam mengubah bukti audit yang tertuang dalam LHAI (Laporan
Hasil Audit Investigasi) menjadi bukti hukum, sering mengalami kendala yang
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disebabkan antara lain, sulitnya memanggil orang yang diduga terlibat, bukti
audit sulit ditemukan kembali pada waktu penyidikan, adanya splitcing dalam
pemeriksaan para saksi. Oleh karena itu untuk menghindari kendala
tersebut, diusahakan agar jarak waktu audit investigasi dan tahap penyidikan
tidak terlalu lama agar bukti-bukti audit maupun pihak diduga terlibat mudah
ditemukan atau dipanggil kembali.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut
Creswell (2010:4), “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk
mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau
sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.
Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan bahwa
“penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang
secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam
kawasannya maupun dalam peristilahannya”. Bogdan dan Taylor dalam
Moleong (2010:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Masih dalam Moleong
(2010:5) Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai
metode yang ada”.
Adapun paradigma yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
paradigma pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya
untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang
didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan
interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan
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interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara
detail langsung mengobservasi. (Neuman, 1997:68).
Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
paradigma interpretif adalah agar karena menurut peneliti dengan latar
alamiah yang digunakan pada penelitian kualitatif dapat mengungkapkan hal-
hal yang spesifik, unik, dan mendetail tentang bagaimana auditor memaknai
suatu bukti audit dan bukti hukum pada sebuah kegiatan audit investigasi yang
berakhir dengan pemberian keterangan ahli di persidangan.
Selain itu, paradigma interpretif juga memberikan alat analisis bagi
peneliti untuk mengobservasi persepsi subjektif tiap auditor dalam memaknai
bukti, karena dengan paradigma interpretif peneliti menganggap bahwa
perspektif auditor yang berbeda-beda memaknai bukti audit dan bukti hukum
merupakan fakta yang bersifat spesifik terhadap tiap auditor dan tidak boleh
digeneralisir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Neuman (1997:72), bahwa
dalam paradigma interpretif “perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna
yang banyak dan diinterpretasikan dengan berbagai cara”. Dalam
menggunakan paragdigma interpretif, peneliti memahami dunia dari “kacamata
actor di dalamnya”. Burrel dan Morgan (1979:37) menjelaskan bahwa.
Keilmiahan dari paradigm interpretif terletak pada ontologi sifat manusia yang
voluntaristik. Subyektivitas justru memainkan peranan penting dibandingkan
obyektivitas (sebagaimana yang ditemui pada paradigma
fungsionalis/positivistik).
Adanya fokus subjektif yang berbeda-beda antara sesama auditor
yang menjadi responden, dalam memandang suatu pengumpulan, analisis,
dan interpretasi bukti-bukti pada audit investigasi, berisiko memunculkan
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makna ganda yang sulit dipahami sehingga diharapkan dengan metode
penelitian kualitatif, peneliti dapat menghasilkan titik temu antara berbagai
perbedaan subjektif tersebut.
3.2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, seperti halnya dalam berbagai penelitian
kualitatif lain, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan pengumpul
data. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana,
pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya
menjadi pelapor atas hasil penelitiannya Moleong (2010:168). Manusia
sebagai instrumen atau alat peneltian menjadikan peneliti segalanya atas
proses penelitian. Kehadiran peneliti akan diketahui oleh informan sebagai
peneliti saat melakukan wawancara. Peneliti menggunakan wawancara
terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai
dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu
(Moleong,2010:189).
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan
Sulawesi Barat pada bidang Investigasi dan pada pegawai BPKP yang sedang
menjalankan tugas belajar di Universitas Hasanuddin yang pada perwakilan
sebelumnya merupakan auditor di bidang investigasi dan pernah menjalankan
tugas audit investigasi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Lokasi
penelitian tersebut dipilih karena kantor BPKP perwakilan Sulawesi Barat
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adalah unit kerja peneliti sebelumnya, sehingga memudahkan pengumpulan
data. Sedangkan auditor BPKP yang sedang melakukan tugas belajar di
Universitas Hasanuddin dipilih karena berasal dari berbagai kantor perwakilan
BPKP selain dari Sulawesi Barat sehingga locus kerja yang berbeda
diharapkan akan memberi suatu informasi atau data yang lebih bervariasi.
3.4 Sumber Data
Data primer atau utama mengacu pada informasi yang didapat secara
langsung oleh peneliti pada variabel yang terkait untuk tujuan khusus
penelitian tersebut. Jenis data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah kata-kata dari orang-orang yang diwawancarai terkait perspektif
mereka sebagai auditor dalam memaknai bukti audit dan bukti hukum,
khususnya dalam konteks pelaksanaan audit investigasi. Lofland dan Lofland
dalam Moleong (2010:157) menyebut “sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data akan didapat dari subjek
penelitian yang merupakan auditor di bidang investigasi pada BPKP
perwakilan Sulawesi Barat dan auditor yang tengah menjalankan tugas belajar
di Universitas Hasanuddin yang pernah melakukan tugas audit investigasi di
BPKP. Data dijaring menggunakan teknik pemilihan sampel non-probability
sampling dengan metode sampel bertujuan (purposive sampling). Non-
probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi
peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk
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dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008:218). Sedangkan Sekaran dan Bougie
(2013:252) menambahkan bahwa.
Dalam desain non-probability sampling, elemen dari populasi tidak memiliki
probabilitas apapun yang terikat kepada penyebab terpilihnya anggota
populasi menjadi sampel dan hasil dari studi tidak dapat digeneralisasikan
kepada populasi, sedangkan purposive sampling adalah teknik pengambilan
sampel yang terbatas kepada tipe orang spesifik yang dapat memberikan
informasi yang diinginkan, baik karena orang tersebut memiliki informasi
tersebut atau termasuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.
Teknik pengambilan sampel dipilih dengan menggunakan
pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut adalah auditor pada BPKP dan
yang pernah atau sedang menjalankan tugas audit investigasi sehingga
dianggap sedikit banyak mengetahui tentang bentuk-bentuk bukti audit
maupun bukti hukum/alat bukti dan hubungan antara keduanya. Hal ini
dilakukan karena dianggap auditor yang pernah melakukan audit investigasi
dapat memaknai bukti audit dan bukti hukum tersebut sesuai dengan
perspektifnya. Selain itu, auditor yang pernah melaksanakan peran sebagai
ketua tim maupun pengendali teknis akan lebih diutamakan untuk dijadikan
sampel karena dianggap dapat/pernah melakukan pengambilan keputusan
dalam pelaksanaan audit investigasi atau pernah memberikan keterangan ahli
di pengadilan, sehingga peneliti menganggap dapat menjadi key informan
dalam penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan definisi purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono,2008:218-219).
Selain penggunaan purposive sampling akan digunakan juga teknik
snowball sampling yang juga merupakan salah satu teknik sampling dalam
nonprobability sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan
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sampel sumber data, yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar
(Sugiyono,2008:219). Snowball sampling digunakan oleh peneliti untuk
mengantisipasi apabila dari jumlah sumber data yang digunakan belum
mampu memberikan data yang memuaskan, sehingga mencari orang lain lagi
yang dapat digunakan sebagai sumber data diharapkan dapat memberikan
data yang memuaskan. Nasution dalam Sugiyono (2008:220) menjelaskan
bahwa “penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila
telah sampai kepada taraf ‘redundancy’ (datanya telah jenuh, ditambah sampel
lagi tidak memberikan informasi yang baru), artinya tidak lagi diperoleh
tambahan informasi baru yang berarti”.
Pemilihan sampel awal pada auditor bidang investigasi pada kantor
BPKP perwakilan Sulawesi Barat dan auditor BPKP yang sedang menjalankan
tugas belajar di Barat yang pernah melakukan tugas audit investigasi dipilih
karena dianggap sesuai dengan kriteria yang diungkapkan oleh Sanafiah
Faisal dalam Sugiyono (2008:221) bahwa sampel sebagai sumber data atau
sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Mereka yang menguasai atau memenuhi sesuatu melalui proses
enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tapi juga
dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada
kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil
“kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti
sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau
narasumber.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data direncanakan akan menggunakan metode
wawancara dan observasi. Wawancara dipilih karena sesuai dengan tujuan
penelitian yaitu mendapatkan persepsi subjektif yang berbeda antara
partisipan-partisipan yang sedang/pernah melakukan audit investigasi terkait
bukti audit dan bukti hukum menurut perspektif partisipan. Sedangkan
pemilihan teknik observasi karena dengan melakukan pengamatan terhadap
pelaksanaan tugas audit investigasi termasuk pengumpulan, analisis, dan
interpretasi  bukti oleh partisipan, diharapkan peneliti dapat menggambarkan
suasana hati/nuansa kebatinan/bahasa tubuh/nada bicara yang dialami oleh
partisipan pada saat melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti.
Hasil observasi juga diharapkan sebagai alat pembanding terhadap tingkat
konsistensi hasil wawancara terkait pengumpulan, analisis, dan interpretasi
bukti audit investigasi sehingga peneliti dapat menjelaskan fenomena
sebenarnya yang terjadi di lapangan.
Moleong (2010:186) mendefinisikan wawancara sebagai “percakapan
dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara (interviewee)
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Lincoln dan Guba dalam
Moleong (2010:186) menyebutkan bahwa.
Maksud mengadakan wawancara adalah antara lain: mengkonstruksi
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,
kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan
demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-
kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan
datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh
dari orang lain, baik manusia ataupun bukan manusia (triangulasi); dan
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memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan
oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
Patton dalam Moleong (2010:187) membagi jenis wawancara antara
lain, “wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk
umum wawancara, dan wawancara baku terbuka”. Dari ketiga jenis
wawancara peneliti memilih untuk menggunakan wawancara dengan
pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini
mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-
pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Pemilihan
dan penggunaan kata-kata tidak perlu dilakukan sebelumnya dan petunjuk
wawancara hanyalah berisi petunjuk secara petunjuk secara garis besar
tentang tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok
yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup (Moleong,2010:187).
Wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara
merupakan bagian dari wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur atau
structured interview adalah wawancara yang dilakukan saat diketahui dari awal
informasi apa yang dibutuhkan, dan pewawancara memiliki seperangkat
pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada responden dengan pertanyaan
fokus pada faktor yang relevan dengan permsalahan yang diteliti (Sekaran dan
Bougie, 2013:119-120). Wawancara jenis ini dipilih oleh peneliti agar seluruh
pokok yang direncanakan dapat tercakup namun masih dapat dikembangkan
untuk mendapat pemahaman yang mendalam terkait pemaknaan yang ingin
diketahui oleh peneliti.
Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti
melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat
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dari dekat kegiatan yang dilakukan. sering kali diartikan sebagai pengamatan
dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada subyek
penelitian (Riduwan, 2004:101). Riduwan (2004:104) menambahkan bahwa
“teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik
hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap
obyek”. Adapun kriteria yang hendak diperhatikan oleh observer menurut
Riduwan (2004:105), antara lain:
 Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap obyek yang hendak diteliti.
 Pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang
dilaksanakannya.
 Penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data.
 Penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati.
 Pengamatan dan pencatatan harus dilaksanakan secara cermat dan
kritis.
 Pencatatan setiap gejala harus dilaksanakan secara terpisah agar tidak
saling mempengaruhi.
 Pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara
mencatat hasil observasi.
Pencatatan data selama wawancara dan observasi dilakukan melalui
penggunaan gabungan antara tape recorder, kamera telepon genggam, dan
pencatatan oleh pewawancara sendiri. Tape recorder yang digunakan dalam
penelitian ini bukanlah tape recorder yang menggunakan media kaset namun
menggunakan tape recorder digital melalui media telepon genggam.
Prosedur perekaman wawancara dan observasi melalui akan
meminta persetujuan terwawancara/terobservasi terlebih dahulu sehingga
informan mengetahui bahwa wawancara yang dilakukan sedang direkam atau
kegiatan yang dilakukan sedang direkam. Sedangkan waktu pelaksanaan
wawancara akan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu informan
sehingga dapat memberikan data yang valid dan akurat. Untuk waktu
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pelaksanaan observasi, dilaksanakan menyesuaikan dengan waktu informan
(observasi tidak terstruktur) melakukan tahap-tahap vital pada audit investigasi
yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, misalnya tahap pengumpulan bukti,
analisis bukti, dan interpretasi bukti.
Teknik observasi memiliki beberapa bentuk sehingga fleksibel untuk
digunakan dalam berbagai situasi. Bungin (2007:115) mengemukakan
beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif,
yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok
tidak terstruktur, dengan penjelasan sebagai berikut.
 Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian
melalui pengamatan dan pengindraan di mana observer atau peneliti
benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
 Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa
menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat
harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati
suatu objek.
 Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara
berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.
Sedangkan untuk hasil wawancara akan disalin ke dalam catatan
lapangan agar mempermudah pemahaman setelah pelaksanaan wawancara.
Moleong (2010:206) menyatakan bahwa, untuk keperluan analisis data
sebaiknya peneliti menyalin hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
karena akan sangat memudahkan. Bogdan dan Biklen dalam Moleong
(2010:211) menyatakan bahwa pada dasarnya, catatan lapangan berisi dua
bagian. Pertama, bagian deskriptif berisi gambaran tentang latar pengamatan,
orang, tindakan dan pembicaraan. Kedua, bagian reflektif yang berisi kerangka
berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan kepeduliannya.
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3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono,2008:244). Sedangkan Bogdan
dan Biklen dalam Moleong (2010:248) menyebutkan “analisis data kualitatif
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceriterakan kepada orang lain”.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemaknaan auditor
tentang bukti audit dan bukti hukum. Pemaknaan antara tiap auditor tentu tidak
akan sama satu dengan yang lainnya. Peneliti menyadari adanya persepsi
subjektif yang akan dimaknai berbeda-beda oleh auditor yang dijadikan
responden, akan membuat data yang diperoleh akan sangat bervariasi. Hal ini
sejalan dengan paradigma interpretif yang digunakan dalam penelitian ini,
sehingga persepsi subjektif dari tiap-tiap auditor yang dijadikan responden
akan dianggap oleh peneliti sebagai fakta yang berlaku subjektif pada tiap
individu auditor yang akan dijadikan responden untuk memaknai bukti audit
dan bukti hukum.
Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini sangat relevan
digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti menganggap pemaknaan
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seseorang terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
lingkungan, perilaku, dan proses kognitif individu tersebut. Seperti yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya, teori kognitif sosial menekankan bahwa
proses belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan
proses kognitif yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor ini yang
nantinya akan mempengaruhi proses belajar dan akan menentukan
bagaimana individu memaknai sesuatu. Oleh karena itu, untuk mengungkap
bagaimana auditor sebagai individu yang subjektif memaknai sesuatu, dalam
hal ini bukti audit dan bukti hukum, maka teori kognitif sosial oleh Albert
Bandura sangat relevan digunakan sebagai alat analisis penelitian.
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Bandura
mengemukakan bahwa proses belajar dengan pengamatan (observational
learning) merupakan proses belajar yang melibatkan proses internal individu
yang dianggap mewakili unsur/cara kerja kognitifnya. Proses belajar ini, dapat
berupa pembelajaran terhadap kondisi orang lain ataupun pembelajaran
dengan cara meniru orang lain (modelling). Peneliti akan berusaha menggali
informasi untuk mengungkap apakah pemaknaan responden terhadap bukti
audit dan bukti hukum dipengaruhi pengalaman responden yang mengalami
proses pembelajaran dengan mengamati kondisi orang lain (baik itu positif
atau negatif) atau pun responden memiliki seseorang yang menjadi role model
dalam menghadapi sebuah situasi sehingga mempengaruhi pemaknaannya
terhadap bukti audit dan bukti hukum.
Bandura menjelaskan bahwa proses observational learning akan
melalui empat fase dalam proses belajar baik itu berupa pembelajaran dari
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kondisi orang lain sebagai model maupun meniru tindak-tanduk orang lain
dalam menghadapi sebuah situasi. Adapun ke empat fase tersebut antara lain
fase memperhatikan, fase menyimpan informasi, fase mereproduksi informasi,
dan fase motivasi. Peneliti akan berusaha mengungkap informasi terkait
bagaimana tiap responden melalui empat fase diatas dalam proses belajarnya.
Selain itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap data/informasi yang
diperoleh untuk mengungkap pengaruh empat fase tersebut terhadap
pemaknaan responden terhadap bukti audit dan bukti hukum. Setelah peneliti
melakukan analisis terhadap empat fase belajar, maka peneliti juga akan
berusaha mengungkap tingkat self efficacy dalam diri responden
menggunakan alat ukur menggunakan dimensi pengukuran berupa magnitude,
strenght, dan generality seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.
Sedangkan untuk self regulatory menggunakan dimensi pengukuran ketepatan
dalam pemilihan bukti audit yang cukup, relevan, dan kompeten, ketepatan
dalam pemilihan teknik audit untuk memperoleh bukti audit tersebut, dan
ketepatan dalam menganalisis bukti audit tersebut agar dapat menghasilkan
kesimpulan sesuai harapan. Poin-poin diatas diharapkan peneliti akan
memberikan informasi yang tepat untuk mengungkap pengaruh self efficacy
dan self regulatory terhadap pemaknaan responden terhadap bukti audit dan
bukti hukum. Maka alat ukur analisis yang digunakan dalam penelitian ini
secara singkat berupa, empat fase belajar kognitif yang dialami responden
serta self efficacy dan self regulatory dalam diri responden.
Setelah informasi dianalisis menggunakan alat ukur berdasarkan teori
kognitif sosial, maka selanjutnya data akan diklasifikasi agar peneliti dapat
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menarik kesimpulan. Seiddel dalam Moleong (2010:248) menyatakan bahwa
analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut.
1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
2. Mengumpulkan,memilah-milah,mengklasifikasikan,mensintesiskan,
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya;dan
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna,
mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat
temuan-temuan umum.
Analisis data sebagai proses berarti pelaksanaannya sudah mulai
dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif sesudah
meninggalkan lapangan penelitian (Moleong,2010:281). Miles dan Huberman
dalam Sugiyono (2008:246) menyatakan bahwa “aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Langkah-langkah aktivitas
dalam analisis data sendiri terbagi menjadi data reduction, data display, dan
conclusion drawing/verification seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:
Gambar 3.6. Model analisis data kualitatif Miles & Huberman
Langkah pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data.
Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pengkodean, dan kategorisasi
data (Sekaran dan Bougie, 2013:337). Dikarenakan data yang diperoleh dari
lapangan jumlahnya cukup banyak, maka data perlu dicatat secara teliti dan
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rinci. Dari sekian banyak data yang dikumpulkan di lapangan perlu dilakukan
analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya (Sugiyono, 2008:247). Melalui proses reduksi data, maka data yang
relevan disusun dan disistematisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu,
sedangkan data yang tidak terpakai dibuang (Djamal, 2015:147). Reduksi data
dilakuan bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atas
informasi yang diberikan subjek.
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Sekaran dan Bougie (2013:337) menyatakan bahwa “data display atau
penyajian data mengacu pada cara penyajian data”. Penyajian data
melibatkan mengambil data yang telah direduksi dan menyajikannya dengan
cara yang terorganisir dan padat. Penyajian data yang akan digunakan oleh
peneliti dalam penelitian ini adaah dengan teks yang bersifat naratif.
Menyajikan data bertujuan untuk memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi. Sugiyono (2008:249) menyatakan “bahwa dalam melakukan display
data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, network
(jejaring kerja), dan chart”. Data yang telah tersusun secara sistematis akan
memudahkan peneliti memahami konsep, kategori serta hubungan dan
perbedaan masing-masing pola atau kategori.
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono,2008:252).
Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat
sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-
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bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung
dengan bukti-bukti yang sahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil
bersifat kredibel (Djamal,2015:148). Kesimpulan akan memberikan jawaban
terhadap rumusan masalah yang diajukan di awal maupun yang ditemukan
pada saat penelitian berlangsung atau dapat juga menghasilkan temuan baru.
Pada tahap ini peneliti membangun narasi menyeluruh mengenai pemaknaan
bukti audit dan audit investigasi atas pengalaman dan pemaknaan bukti audit
dan bukti hukum menurut perspektif para subjek yang diteliti.
3.7 Pengecekan Validitas Data
Untuk memastikan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan
validitas data dikarenakan tidak semua data yang diperoleh peneliti sesuai
dengan realitas yang ada, sedangkan sebuah penelitian haruslah didukung
data yang kredibel. Derajat kepercayaan atau kredibilitas dalam penelitian
kualitatif digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa data penelitian
yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang
sesungguhnya (Djamal, 2015:127-128).
Kriteria kepercayaan berfungsi: pertama, melaksanakan inquiry
sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan temuannya dapat dicapai;
kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan
jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
Moleong (2010:324) menjelaskan bahwa untuk memastikan keabsahan data
yang telah didapat dari hasil pengumpulan data, peneliti berencana akan
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melakukan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data penelitian
diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Untuk meningkatkan peningkatan derajat kepercayaan (credibility) data
yang dikumpulkan peneliti berencana akan melakukan teknik
pemeriksaan keabsahan data perpanjangan keikutsertaan. Moleong
(2010:327) menyatakan bahwa “perpanjangan keikutsertaan berarti
peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan
data tercapai. Tujuan dari perpanjangan keikutsertaan sendiri adalah:
 Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks;
 Membatasi kekeliruan (bias) peneliti;
 Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak
biasa atau pengaruh sesaat”.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan/keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten
interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis
yang konstan atau tentatif (Moleong, 2010:329). Ketekunan pengamatan
akan menyediakan kedalaman terhadap data yang didapat oleh peneliti
melalui teknik wawancara dan observasi yang akan dilakukan. Peneliti
akan melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data ketekunan
pengamatan dengan melakukan pengamatan dan pemikiran terhadap
data yang didapat dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan
hingga pada suatu titik sehingga faktor yang ditelaah dapat dipahami.
3. Uraian Rinci
Teknik pengecekan validitas data selanjutnya yang dilakukan peneliti
adalah dengan cara uraian rinci (thick description). Teknik ini menuntut
peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraian tersebut
dilakukan seteliti dan secermat mungkin sehingga menggambarkan
konteks tempat penelitian diselenggarakan (Moleong, 2010:338). Sugiono
(2008:276) menyatakan bahwa “supaya orang lain dapat memahami hasil
penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil
penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus
memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya”.
Uraian rinci akan dilakukan peneliti dengan membuat narasi yang
mengungkapkan segala sesuatu yang terkait temuan data yang didapat
saat melakukan penelitian hingga pembaca dapat memahami temuan-
temuan yang diperoleh. Dengan melakukan hal tersebut peneliti akan
melakukan uraian data yang cukup banyak atau cukup tebal (thick
description).
3.8 Tahap-Tahap Penelitian
Tahap penelitian dimulai dengan pembuatan usulan penelitian di
mana peneliti melakukan pendidikan akademis yaitu Universitas Hasanuddin.
Setelah usulan penelitian disetujui oleh dosen pembimbing maka peneliti akan
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melakukan tahap penelitian pendahuluan. Tahap penelitian pendahuluan
dilakukan peneliti dengan penelitian kepustakaan terkait permasalahan yang
akan diteliti baik itu membaca buku, jurnal, artikel, literatur, dan sumber lain
yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk memperdalam
pemahaman peneliti secara teori dan konsep sebagai instrumen penelitian
dalam penulisan skripsi ini.
Tahap penelitian selanjutnya adalah tahap pengembangan desain
penelitian. Peneliti mengembangkan desain penelitian dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan
adalah pendekatan studi kasus yang fokus utamanya terletak pada eksplorasi
mendalam terhadap persepsi subjektif auditor dalam memandang bukti audit
investigasi baik itu dalam konteks pengumpulan, analisis, maupun interpretasi
bukti.
Kemudian tahap penelitian selanjutnya adalah tahap pengumpulan
data dan analisis data. Pengumpulan data akan dilakukan oleh peneliti pada
Kantor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat khususnya pada auditor
bidang investigasi dan pada auditor BPKP yang sedang menjalani tugas
belajar di Universitas Hasanuddin. Pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara dan observasi tidak terstruktur. Selama tahap
pengumpulan data peneliti juga akan melakukan analisis data, pengumpulan
data dan analisis data tidak dilakukan secara terpisah namun bersamaan,
sehingga pada saat analisis data terdapat data yang dirasa kurang maka
peneliti akan kembali melakukan pengumpulan data hingga data yang didapat
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memuaskan. Tahap analisis data akan dilakukan dengan metode reduksi data,
penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan.
Tahap terakhir adalah tahap penulisan hasil penelitian dan
kesimpulan yang diperoleh peneliti selama melakukan seluruh tahap penelitian
yang meliputi tahap awal penelitian hingga tahap akhir penelitian hingga
didapat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian tentang pemaknaan bukti audit dan bukti hukum menurut
perspektif auditor yang telah peneliti jabarkan, maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Makna bukti audit adalah suatu dokumen/media/alat yang memuat informasi-
informasi yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan oleh auditor terhadap
suatu kondisi/keadaan. Bukti audit dapat diperoleh dari pihak eksternal yang
meminta auditor melakukan audit ataupun melalui pengumpulan di lapangan
secara mandiri oleh auditor.
2. Makna bukti hukum adalah dokumen/media yang digunakan di dalam proses
hukum. Alat bukti dan bukti hukum adalah dua hal yang berbeda. Suatu bukti
dapat dianggap sebagai alat bukti apabila bukti tersebut telah diajukan ke
persidangan. Bila suatu bukti masih berada di tahap penyidikan yang bersifat
pro justitia, maka bukti tersebut dianggap sebagai barang bukti (bukti
hukum).
3. Persamaan persepsi antara bukti audit dan bukti hukum terletak pada
apakah bukti audit tersebut dapat mengungkap atau memberikan informasi
tentang adanya perbuatan melawan hukum dan terjadinya kerugian
keuangan negara. Bila bukti audit yang telah dituangkan pada laporan hasil
audit dapat mengungkapkan bahwa telah terjadi unsur-unsur perbuatan
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melawan hukum, maka laporan audit tersebut akan dipandang memiliki nilai
pembuktian yang sama dengan bukti hukum.
4. Perbedaan persepsi antara bukti audit dan bukti hukum merupakan kebalikan
dari persamaan persepsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bukti
audit dan bukti hukum tidak akan dipandang memiliki nilai pembuktian yang
sama apabila bukti audit tersebut tidak memberikan informasi adanya
perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Bukti audit yang dimaksud hanya akan mengungkapkan terjadinya sebuah
penyimpangan yang bersifat administratif karena tidak mampu mengungkap
seluruh unsur perbuatan melawan hukum.
5. Minat auditor terhadap audit investigasi secara tidak langsung
mempengaruhi pemaknaan auditor. Semakin besar minat seorang auditor
terhadap audit investigasi maka semakin dalam pula auditor tersebut
memaknai bukti audit dan bukti hukum. Hal ini disebabkan karena minat
tersebut mempengaruhi gairah, rasa ingin tahu, keinginan belajar auditor
terhadap segala hal yang berhubungan dengan audit investigasi. Hal ini akan
berdampak kepada besarnya usaha (effort) auditor untuk menguasai
bidangnya, sehingga akan berdampak pada pemahaman dan pemaknaan
auditor secara keseluruhan.
6. Kompetensi teknis terkait audit investigasi akan secara langsung
mempengaruhi pemaknaan auditor tentang bukti audit dan bukti hukum.
Kompetensi teknis auditor diukur dari pelatihan-pelatihan teknis terkait audit
investigasi yang pernah diikuti oleh auditor. Semakin tinggi kompetensi teknis
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yang dimiliki oleh auditor, maka semakin komprehensif pula auditor tersebut
memaknai bukti audit dan bukti hukum.
7. Pengalaman auditor secara langsung mempengaruhi pemaknaan auditor
tentang bukti audit dan bukti hukum. Pengalaman diukur dari kombinasi
masa kerja sebagai auditor dan seberapa sering auditor melakukan
penugasan audit investigasi selama bekerja. Masa kerja yang panjang tanpa
diikuti adanya pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit
investigasi tidak mempengaruhi kedalaman pemaknaan auditor. Masa kerja
yang memadai harus diikuti dengan pengalaman yang memadai pula dalam
melaksanakan audit investigasi.
8. Peran auditor dalam tim secara langsung mempengaruhi pemaknaan auditor
tentang bukti audit dan bukti hukum. Pengaruh peran auditor terhadap
pemaknaan bukan dilihat dari segi kedalaman pemaknaan. Akan tetapi lebih
kepada bagaimana auditor memaknai bukti audit dan bukti hukum terkait
dengan perannya dalam tim audit.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan peneliti bagi penelitan berikutnya yang hendak
mengangkat tema yang sama dapat berupa metode penelitian yang lebih
komprehensif berupa field experiment (pengujian lapangan) untuk menguji perilaku
auditor dalam melakukan pengumpulan dan analisis bukti sehingga hasil penelitian
akan lebih mendalam.
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5.3 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian terletak pada teknik pengumpulan data yang tidak
sepenuhnya menyeluruh untuk mengungkap perilaku auditor. Penelitian ini
menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dimana penelitian ini
akan lebih baik bila menggunakan teknik field test (uji lapangan). Selain itu data
yang didapat oleh peneliti selama melakukan wawancara sangat tergantung
terhadap interpretasi dan keadaan emosional responden pada saat wawancara
dilakukan, meskipun peneliti telah berusaha untuk membuat kondisi wawancara
seideal mungkin bagi responden. Disamping itu, locus penelitian juga hanya terbatas
pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sehingga hasil penelitian ini juga
tidak berlaku untuk instansi maupun organisasi lain.
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Lampiran 4
PT.01-LS KT.02-S KT.03-FA AT.04-KP AT.05-IS
Makna Bukti Audit
Bukti audit adalah suatu
dokumen/media yang dapat
menunjukkan apakah terjadi suatu
penyimpangan atau tidak. Bukti audit itu
juga menjadi dasar pengambilan
kesimpulan oleh auditor.
Bukti audir adalah bukti terhadap
terjadinya penyimpangan yang
mengakibatkan kerugian keuangan
negara
Bukti audit adalah berupa
dokumen dan hasil permintaan
keterangan (BAP), yang
dipaparkan oleh pemda/penyidik
kepada auditor untuk menjadi
bukti awal dalam melakukan
audit investigasi.
Bukti audit adalah dokumen-
dokumen, misalnya Surat
Pertanggungjawaban, Kwitansi,
dan Wawancara atas Berita
Acara Pemeriksaan Penyidik
Dokumen2 yg
terkait/dibutuhkan dalam
suatu audit. Misalnya, audit
atas laporan keuangan bukti
auditnya yah berupa laporan
keuangan itu sendiri,
pertanggungjawaban, dll
Makna Bukti Hukum
Jika dikaitkan bukti audit yang dilakukan
pengujian dan bermuara menjadi
laporan hasil audit. Bukti audit akan bisa
menjadi bukti hukum apabila laporan itu
dilanjutkan ke tahap pro-justitia
(penyidikan) dan auditor dimintai
keterangan melalui BAP oleh penyidik.
Maka berubahlah statusnya dari bukti
audit menjadi bukti hukum.
Alat bukti adalah bukti yang diajukan ke
persidangan. Kalau suatu bukti belum
masuk ke persidangan itu masih
dianggap sebagai barang bukti/bukti
hukum bukan alat bukti.
Bukti hukum/alat bukti jika
dihubungkan dengan penugasan
audit investigasi adalah bukti-
bukti yang dipakai untuk
mendukung pendapat auditor
dalam Pemberian Keterangan
Ahli di pengadilan, terutama
bukti berupa perhitungan nilai
kerugian negara.
Bukti Hukum adalah bukti-
bukti audit yang dikumpulkan
pada saat audit, misalnya
berupa hasil perhitungan
kerugian negara yang nantinya
digunakan hakim untuk
memutuskan siapa yang
bertanggungjawab atas
kerugian negara tersebut
Bukti hukum itu bisa berupa
dokumen/jenis bukti lainnya yg
digunakan dalam proses
hukum
Hubungan Bukti
Audit dan
Bukti Hukum
Bukti audit terkait dengan
penyimpangan dan bukti hukum terkait
dengan perbuatan melawan hukum.
Penyimpangan belum tentu Perbuatan
Melawan Hukum. Perbuatan Melawan
Hukum sudah pasti menyimpang.
Hubungan bukti audit dan bukti hukum,
yaitu adanya bukti audit yang
menunjukkan perbuatan melawan
hukum (bukti hukum) dan berdampak
pada kerugian keuangan negara.
Benang merahnya adalah ada di
perbuatan melawan hukum yang
berdampak pada kerugian keuangan
negara.
Bukti audit hanya mengungkap
pihak-pihak terkait tapi tidak
menentukan tersangka.
Penentuan tersangka oleh
Penyidik berdasarkan bukti
hukum. Pengungkapannya
dilakukan yah berdasarkan peran
pihak-pihak terkait itu terhadap
timbulnya kerugian negara
Bukti hukum bisa juga berupa
laporan audit yang nntinya
akan diperkuat dengan
keterangan ahli.
Bukti audit merupakan salah
satu bagian dari bukti hukum
dlm konteks audit investigasi.
Output  audit investigasi
seperti laporan audit dan
kertas kerja audit bisa
dijadikan bukti hukum.
Matriks Hasil Wawancara
Kode RespondenKategorisasi Data
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Minat
Ya, saya dan bidang investigasi sudah
seperti 1 bagian yng tidak terpisahkan
lagi, sampai mempengaruhi cara berpikir
dan menjalani hidup saya. Alasannya
karena saya benar2 merasa tertantang
karena benar-benar menguji nalar,
objektivitas, dan integritas kita sebagai
auditor. Selain itu, audit ini merupakan
perpaduan antara ilmu akuntansi,
auditing, dan hukum sehingga lebih
menarik dan menantang.
Investigasi, sy sudah membandingkan,
alasannya karena hasil pemeriksaan
audit investigasi itu ditindaklanjuti oleh
Aparat Penegak Hukum, jadi ada
kepuasan dan kebanggaan tersendiri
bagi saya.
Bagi saya penugasan bersifat
keinvestigasian, sudah seperti
seni. Berinteraksi dengan pihak-
pihak eksternal seperti penyidik,
jaksa, hakim bagi saya sudah
menjadi seni tersendiri. Hal-hal
seperti itu membuat saya
nyaman bekerja di bidang
investigasi.
Enggak, hahaha….alasannya
karena kasihan. Soalnya
terakhir saya melakukan audit
investigasi, terdakwanya udah
tua mau nangis. Sehingga saya
sering merasa iba.
Iya, karena audit investigasi di
BPKP dia benar-benar prosedur
auditnya lebih mendalam
dibanding audit di bidang lain.
Lebih banyak juga ilmu yg
didapat dari audit investigasi.
Kompetensi Teknis
Sudah…Diklat Audit Investigasi, Diklat
Penyidikan, Diklat Penyelidikan, Diklat
Laboratorium Forensik, Diklat Audit
Forensik, sertifikasi CFE, sertifikasi CFrA,
Diklat Manajemen Risiko, Diklat
Pengadaan Barang dan Jasa, banyak lah.
Sudah…. Salah satunya diklat audit
investigasi, diklat penyelidikan, diklat
penyidikan, diklat audit forensik, dan
sebagainya.
Sudah…diklat audit investigasi. Belum pernah diklat auditinvestigasi
Belum pernah diklat audit
investigasi
Pengalaman
22 tahun….dulu di awal-awal bidang
Pengeluaran dan bidang BUMN. Di 2
bidang itu, saya ditempatkan di seksi
khusus, sebelum terbentuk bidang
investigasi, itu kan masing-masing
bidang mempunyai seksi khusus yang
melakukan audit investigasi, dulu
namanya audit khusus. Baru pada saat
bidang Investigasi berdiri sendiri pada
tahun 2001, saya langsung ditempatkan
di bidang investigasi…..mungkin sudah
ada 70x saya pernah melakukan audit
investigasi.
Pengalaman bekerja sebagai auditor di
BPKP, mulai sejak 1991 sampai dengan
2017, berarti sudah 26 tahun. Bidang
yang saya dalami antara lain bidang
BUMN, bidang Pengeluaran, dan bidang
Investigasi……kalau tugas audit
investigasi sudah tidak terhitung,
kurang lebih 70x mungkin.
Yah kalo di BPKP itu saya tugas
sudah cukup lama, selama
kurang lebih 30 tahun. Dan saya
sudah pernah bertugas di semua
bidang yang ada di BPKP……,
kalau audit investigasi itu
mungkin kurang lebih sampai
20x lah.
Hmm…kalau gak salah baru 2x
tugas audit investigasi.
Pernah 1x tugas audit
investigasi, waktu di awal-awal
bekerja.
Peran dalam Tim
Audit
Harus dikomunikasikan sebelum terjun
ke lapangan dan terus komunikasi
selama pelaksanaan lapangan. Itu kan
juga menjadi tugas Pengendali Teknis
dalam Supervisi audit yang diatur di
standar pelaksanaan lapangan tentang
supervisi.
Iya, PKA saya buat sendiri sebagai
Ketua Tim, tapi kuncinya bukan disitu.
Kuncinya di membuat hipotesis awal
terjadinya penyimpangan (5W+1H).
Atas dasar Hipotesis tersebut baru kita
menuangkan di audit program. Karena
tiap kasus beda-beda, jadi audit
program harus dibuat untuk
membuktikan hipotesis.
Yah, tentunya dalam
melaksanakan audit, kita tidak
bisa lepas dari pedoman
penugasan. Namun terkadang
ditemukan kondisi di lapangan
yang tidak diatur dalam
pedoman, sehingga pengalaman
sebagai Ketua Tim sangat
diperlukan untuk menyikapi
kondisi tersebut.
PKA (Program Kerja Audit) toh,
tapi gak pernah bikin PKA
sendiri, soalnya itu tugas Ketua
Tim.
Penyusunan KKA, karena waktu
itu peran saya sebagai anggota
tim yang bertugas menyusun
KKA makanya saya
memberikan perhatian
tertentu pada tahap
penyusunan KKA.
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Lampiran 5.1
TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Responden : PT.01-LS
Nama Responden : Lindung Saut Maruli Sirait
Unit Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Peran dalam Tim Audit : Pengendali Teknis
Tempat : Makassar
Tanggal, Waktu : 14 Januari 2017, 20.00 – 21.25 WITA
Durasi Wawancara : 85 menit
Tujuan Pertanyaan : Mengungkap makna bukti audit dan bukti hukum menurut
perspektif auditor
1. Menurut pendapat anda, apa pengertian dari bukti audit?
 Bukti audit itu adalah suatu dokumen yang dapat menunjukkan apakah terjadi
penyimpangan atau tidak. Bukti itulah yang menjadi dasar kita untuk mengambil
kesimpulan.
2. Aspek apa yang paling penting dari sebuah bukti audit?
 Bukti audit itu terutama untuk audit investigasi, harus dilihat dari 3 aspek, kompetensi
bukti, relevansi bukti, kecukupan bukti, itu adalah 3 aspek yang harus dipenuhi sebuah
bukti dalam audit investigasi.
3. Apakah terdapat standar yang tegas dalam menetapkan kecukupan bukti dalam audit
investigasi?
 Sebenarnya tidak ada standar yang mengatur tentang jumlah kecukupan bukti. Tetapi
untuk audit investigasi, kecukupan bukti itu dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas.
Untuk kuantitas, bukti audit harus selalu diuji secara populasi, tidak boleh sampling.
Dari kualitas adalah tentang bagaimana signifikansi bukti tersebut terkait kasus yang
kita tangani.
4. Berarti risiko audit dalam hal pengujian bukti secara sampling tidak selalu digunakan
dalam audit investigasi menurut anda?
 Jadi, risiko audit itu kan bukan hanya dilihat dari jumlah dan kualitas bukti. Tetapi risiko
audit dalam audit investigasi itu adalah menaksir kemungkinan gagalnya kita
memperoleh bukti, itu juga kan risiko. Jadi, apapun jenis auditnya, risiko audit tetap
harus diperhitungkan. Namun dalam audit investigasi, risiko audit lebih terkait dengan
kemungkinan gagalnya auditor dalam memperoleh bukti, bukan untuk menghilangkan
pengujian. Bedanya dengan audit LK, kalo audit LK risiko auditnya lebih terkait dengan
luas pengujian yang nantinya berpengaruh terhadap jumlah sampling. Makanya dalam
audit investigasi harus dilakukan perencanaan. Biasanya menggunakan teori SMEAC.
5. Menurut anda, apa tujuan pengujian audit investigasi yang menggunakan populasi.
Kenapa berbeda dengan audit pada umumnya yang menguji secara sampling?
 Alasannya karena audit investigasi bertujuan untuk proses litigasi di pengadilan yang
berhubungan dengan proses hukum. Kalo proses hukum dasarnya adalah Undang-
Undang. Undang-Undang menyatakan  bahwa apabila ada kerugian keuangan
negara, itu harus nyata dan pasti, tidak boleh asumsi/dugaan. Sementara kalo audit
LK yang menggunakan sampling, dia menguji sebagian untuk menyimpulkan secara
keseluruhan. Sementara untuk audit investigasi, bukti yang tidak diuji tidak boleh
disimpulkan. Kalo bukti yang ada 20, dan kita uji 10 bukti, berarti kesimpulannya
hanya terhadap 10 bukti yang telah diuji tersebut. Pendapat auditor dalam audit
investigasi hanya terbukti dan tidak terbukti, bukan wajar dan tidak wajar.
6. Menurut anda apa yang dimaksud dengan bukti hukum/alat bukti?
 Kalau dihubungkan dengan bukti audit yang nantinya akan bermuara menjadi laporan
hasil audit. Tetapi bukti audit hanya akan bisa menjadi bukti hukum apabila laporan
hasil audit tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan (Pro justitia) dan auditor yang
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melakukan audit, dimintai keterangannya melalui BAP oleh penyidik. Maka berubah
lah statusnya dari bukti audit menjadi bukti hukum. Ada unsur legalitas yang
dipersyaratkan, yaitu harus diperiksa dan melalui BAP oleh penyidik di tahap
penyidikan. Berbicara alat bukti, bukti dapat dianggap sebagai alat bukti apabila bukti
tersebut sampai ke tahap persidangan. Laporan hasil audit hanya menjadi sebatas
laporan kalau tidak ditingkatkan tahapannya dengan BAP oleh penyidik kepada
auditor. Bila laporan audit telah melalui BAP oleh penyidik kepada auditor dan
diajukan ke persidangan, maka laporan audit tersebut dapat dianggap sebagai alat
bukti surat. BAP oleh penyidik kepada auditor sendiri bukan alat bukti, melainkan
hanya sebagai syarat legalitas agar laporan audit dapat diajukan sebagai alat bukti di
persidangan. BAP hanya “jembatan” bagi bukti audit menjadi bukti hukum.
7. Menurut pemahaman anda, apa hubungan dari bukti audit dan bukti hukum/alat bukti
dalam konteks audit investigasi? Jelaskan output audit investigasi apa saja yang menurut
anda dapat dijadikan sebagai bukti hukum/alat bukti di pengadilan?
 Laporan audit yang sudah melalui tahapan BAP oleh penyidik kepada auditor dan
Pemberian Keterangan Ahli oleh auditor di persidangan.
Tujuan Pertanyaan : Menganalisis hasil pemaknaan auditor berdasarkan teori kognitif
sosial
Umum:
1. Berapa lama anda bekerja sebagai auditor di BPKP? Bidang apa saja yang pernah
saudara dalami selama bekerja?
 22 Tahun.
2. Bidang apa saja yang pernah ditempati?
 Dulu awal-awal di bidang Pengeluaran, terus di bidang BUMN. Di kedua bidang itu
saya di seksi khusus. Dulu kan tiap bidang di BPKP memiliki seksi khusus yang
menjadi cikal bakal bidang Investigasi yang dibentuk pertama kali tahun 2001. Sejak
tahun 2001 – sekarang saya ditempatkan di bidang Investigasi.
3. Apakah pendidikan terakhir anda?
 S2 Akuntansi
4. Apakah anda sudah pernah mengikuti pelatihan khusus terkait audit investigasi?
 Sudah, diklat audit investigasi, diklat penyidikan, diklat lab, diklat forensik, Pelatihan
dan Sertifikasi CFE, Pelatihan dan Sertifikasi CFrA, Pelatihan dan Sertifikasi
Manajemen Risiko, Pelatihan dan Sertifikasi PBJ, udah banyak lah berkaitan dengan
itu.
5. Berapa kali anda melaksanakan penugasan audit investigasi?
 Dulu kan sebelum namanya audit investigasi, namanya audit khusus. Jadi kalo audit
khusus ditambah audit investigasi, mungkin sudah ada 70x saya mengaudit audit
khusus dan audit investigasi.
6. Apakah anda memiliki minat di bidang audit investigasi?
 Iya, karena dari awal bekerja sudah ditempatkan di bidang investigasi dan sudah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara hidup saya.
7. Apa yang menarik dari bidang investigasi?
 Audit investigasi itu betul-betul menguji nalar kita, objektifitas kita, dan integritas kita
dalam bekerja. Dan kemudian disini perpaduan antara ilmu akuntansi, auditing, dan
hukum jadi lebih menantang.
Faktor Eksternal:
8. Menurut anda, apakah suasana lingkungan kerja saat ini dapat memacu anda untuk
mencapai hasil maksimal (waktu, anggaran, kebijakan, dan hubungan vertikal
horizontal)? Jelaskan?
 Yang paling memegang peranan dalam keberhasilan audit itu adalah diklat/pelatihan
teknis. Itu sangat menentukan pemahaman auditor. Hal ini karena seorang auditor
dalam melakukan audit tidak boleh menduga-duga, namun harus merujuk kepada
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referensi literatur dan ketentuan. Contohnya, KUHAP sudah menjelaskan tentang
bukti, barang bukti, alat bukti, dsb. Berdasarkan referensi literatur pada saat pelatihan
teknis juga, misalnya di diklat audit investigasi, sertifikasi CFE, CFrA, kita dilatih untuk
menganalisis bukti audit dan bukti hukum beserta dijelaskan hubungan antara
keduanya. Itu semua ada landasan teorinya, dan itu referensinya merujuk ke pendapat
ahli hukum. Selain itu, lingkungan kerja juga dipengaruhi oleh adanya interaksi-
interaksi dengan pihak eksternal seperti penyidik. Hal itu menambah wawasan saya
juga dalam memahami bukti hukum.
9. Dari penjelasan anda, berarti menurut anda kompetensi masih menjadi hambatan dalam
melaksanakan audit investigasi?
 Benar…seseorang dikatakan kompeten dibuktikan dengan adanya pelatihan teknis
yang bersifat formal yang telah diikuti seseorang. Banyak auditor yang tidak
kompeten, karena tidak memahami dasar-dasar audit investigasi.
10. Apakah inkompetensi yang anda sebutkan tadi mempengaruhi kinerja dan hasil audit
secara keseluruhan?
 Sangat mempengaruhi, maka itu saya sebagai supervisor harus mengatur konfigurasi
tim audit secara seimbang agar tidak timpang. Bila ketimpangan terjadi, akan
berpengaruh ke kualitas produk hasil kinerja yang sulit dijamin kualitasnya. Saya
sebagai supervisor, bertugas melakukan pengendalian tim untuk menutupi
inkompetensi tadi. Supervisi yang memadai adalah kuncinya, seperti yang
dipersyaratkan dalam standar pelaksanaan lapangan.
11. Apa dampak dari inkompetensi tadi menurut anda?
 Yang paling terasa adalah kegagalan audit berupa kegagalan memperoleh bukti
seperti yang ada pada risiko audit. Kegagalan audit tersebut bukan karena buktinya
sulit didapatkan melainkan karena auditornya yang tidak mampu mendapatkannya,
yang akhirnya akan mempengaruhi kesimpulan dan mengakibatkan waktu
penyelesaian laporan menjadi tertunda.
12. Apa yang menjadi standar anda dalam menjalankan audit investigasi (perilaku),
khususnya pengumpulan dan analisis bukti (Pedoman penugasan, instruksi pimpinan,
pengalaman)? Jelaskan alasannya!
 Jadi ada beberapa hal yang dapat dijadikan standar, yang pertama mengacu pada
ketentuan yang berlaku dan kedua pengalaman kita mengacu pada contoh kasus
yang mirip, ketiga analisis mengacu pada hipotesis awal.
13. Terkait penyimpangan dan PMH, apa perbedaanya menurut anda?
 Kalo berbicara penyimpangan berarti adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai
ketentuan, tetapi belum tentu melawan hukum. Ini yang harus digarisbawahi.
Penyimpangan tidak serta merta menjadi perbuatan melawan hukum, sebaliknya
perbuatan melawan hukum sudah pasti menyimpang. Contohnya, ada beberapa
kegiatan dalam perusahaan/instansi harus dilakukan walaupun tidak sesuai dengan
prosedur yang berlaku di instansi tersebut, misalnya dengan alasan bahwa prosedur
yang berlaku sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, sehingga apabila
dipaksakan justru akan berdampak negatif terhadap perusahaan/instansi. Sementara
kalo perbuatan melawan hukum berbicara tentang Peraturan Perundang-Undangan,
dan tiap PMH selalu ada sanksi. Kalo perbuatan melawan hukum jelas mengacu
pada peraturan perundang-undangan.
14. Apakah PMH menjadi standar dalam melakukan audit investigasi?
 Audit investigasi juga menganalisis PMH, tapi untuk penetapannya merupakan ranah
penyidik. Maka dari itu, apabila penyidik memaparkan suatu kasus ke BPKP, kita
selalu meminta penyidik memaparkan PMH-nya. BPKP hanya akan menerima
permintaan audit investigasi apabila penyidik memaparkan PMH.
Faktor Internal (atensi, retensi, reproduksi informasi, dan motivasi):
15. Apakah anda memiliki role model dalam melaksanakan audit investigasi? Bila iya,
jelaskan apa kelebihan dari orang tersebut sehingga anda menjadikannya sebagai role
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model dalam melaksanakan audit investigasi?
 Jadi sebenarnya saya tuh dulu sangat terinspirasi menonton film awalnya. Judulnya
“untouchable” dibintangi oleh Al Capone. Film itu bercerita tentang bagaimana
seorang polisi yang memiliki integritas tinggi melawan mafia di Chicago. Itu
menginspirasi saya untuk menjadi seperti polisi yang ada di film itu. Dulu juga ada
Kepala Seksi saya namanya pak K, saya banyak belajar dari dia. Teknik bagaimana
klarifikasi ke pihak-pihak terkait, bagaimana mencari bukti, menuangkan bukti ke
dalam KKA, teknik menyusun laporan. Dia memiliki kreativitas tinggi sekali.
16. Apakah anda mengikuti seluruh atau sebagian metode orang yang dijadikan role model
tersebut hingga sekarang dalam melaksanakan audit investigasi?
 Dasar-dasar keinvestigasian saya dibentuk dari dia. Kemudian dasar teori saya
dipertajam melalu diklat-diklat.
17. Menurut pengalaman anda sebagai auditor investigasi, seberapa pentingkah memiliki
role model sebagai acuan bekerja dibandingkan dengan prosedur pekerjaan yang telah
ditetapkan (Pedoman Penugasan Bidang Investigasi)?
 Penting, namun pola pembinaan harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Apakah
dengan mengikuti PPM atau pembinaan langsung kepada tim di lapangan. Oleh
karena itu peran Pengendali Teknis itu sangat mempengaruhi.
18. Menurut anda bisakah seorang auditor investigasi itu belajar sendiri tanpa adanya
proses pembinaan?
 Bisa, tapi hasilnya tidak efektif. Karena seseorang itu bisa mengetahui
kekurangannya apabila ada yang menilai dan mengoreksi. Disitulah peran
Pengendali Teknis tadi.
Faktor Internal (mengukur tingkat self efficacy)
19. Magnitude– Menurut anda, seberapakah tingkat kesulitan mengumpulkan bukti audit
investigasi dibanding tugas yang lain?
 Jauh lebih sulit audit investigasi, karena kendala dan hambatan dalam memperoleh
bukti dalam audit investigasi itu sangat tinggi.Karena sudah pasti orang yang diaudit,
akan berusaha menyembunyikan, menghilangkan, mengaburkan jejaknya dengan
segala cara. Terkait lagi kuantitas, tidak boleh menggunakan sampling, harus
populasi jadi bukti yang diperlukan pasti lebih banyak. Terkait analisis bukti, dalam
audit investigasi analisis tidak bisa hanya berdasarkan standar yang biasa. Namun
auditor harus bisa melihat apa yang tersembunyi, sehingga harus menggunakan
standar yang lain yang berkaitan. Maka itu tidak ada standar baku dalam analisis
bukti pada audit investigasi, karena sifat analisisnya tidak terbatas. Sama seperti
mengisi puzzle dan teka-teki.
20. Strength– Menurut anda, dalam melaksanakan audit investigasi dengan adanya
indikasi penyimpangan yang lebih kompleks dan sulit dibuktikan, seberapa yakinkah
anda bisa mengungkap penyimpangan tersebut?
 Jadi 1 hal yang harus didudukkan, bahwa audit investigasi tidak serta merta harus
menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara. Audit investigasi itu hanya
untuk membuktikan apakah dugaan/sangkaan/tuduhan benar-benar terjadi atau
tidak. Standarnya tidak harus terbukti/tidak terbukti, yang paling penting apakah
dalam melakukan pengujian sudah mengikuti standar prosedur. Bukan masalah
yakin atau tidak. Sepanjang prosedur dilaksanakan, mau hasilnya terbukti/tidak
terbukti itu urusan lain.
21. Apa faktor kunci yang anda butuhkan untuk mengungkap penyimpangan yang lebih
kompleks dan sulit tersebut (pemahaman mendalam terhadap kasus tsb, pengalaman,
komitmen tim, akses yang diberikan penyidik, dll)?
 Kuncinya adalah pada perencanaan audit, mulai dari siapa dan berapa jumlah tim
audit, audit programnya, hipotesis awal. Kalo perencanaan audit tidak dilakukan
dengan baik maka kemungkinan terjadi kegagalan audit sangat tinggi.
22. Generality –Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah anda memberikan standar
Page 5 of 5
tertentu pada tahap audit yang lebih spesifik (misalnya, pengumpulan bukti, analisis
bukti, menyusun pertanyaan ke pihak-pihak terkait, penyusunan/reviu kertas kerja,
penyusunan laporan audit, dll) atau anda menetapkan standar yang sama terhadap
semua tahapan tersebut? Jelaskan!
 Pengumpulan dan analisis/pengujian bukti. Karena kendala paling utama ada pada
pengumpulan bukti. Kalau bukti tidak dapat dikumpulkan, apa yang mau diuji?.
Selain itu, analisis bukti juga penting. Karena walaupun bukti yang dikumpulkan
sudah memadai namun analisisnya tidak tepat, pasti akan berpengaruh ke
kesimpulan.
Faktor Internal (mengukur self regulatory)
23. Ketepatan pemilihan teknik audit - Selama pelaksanaan audit investigasi, apakah
anda selalu mengatur pelaksanaan prosedur-prosedur secara spesifik (penyusunan
Program Kerja Audit)? Apakah prosedur-prosedur tersebut memuat teknik-teknik
pengumpulan bukti?
 Tidak boleh general. Itulah bedanya dengan audit atas LK dan audit kinerja yang
merupakan audit berulang, ada permanent file nya. Tapi kalau audit investigasi kan
tidak, karena tidak ada kasus yang betul-betul persis sama. Tentunya audit program
juga harus memuat langkah-langkah/panduan dalam melakukan kegiatan.
24. Apa dasar yang anda gunakan dalam pemilihan teknik audit tertentu untuk menjamin
bahwa bukti audit yang diperoleh telah relevan, kompeten, dan cukup (pengalaman,
insting, pemahaman terhadap kasus, dll)?
 Hipotesis awal, pelatihan teknis, dan pengalaman. Ketiga faktor tersebut sama-sama
vital.
25. Ketepatan pemilihan bukti - Dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti audit
investigasi, apakah anda menetapkan bukti-bukti audit yang harus diperoleh dan
mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota tim yang lain sebelum terjun ke
lapangan?
 Oh iya, harus itu. Itulah salah satu peran dari supervisi, yaitu memberikan arahan
kepada tim untuk mengumpulkan bukti yang tingkat kesulitannya tinggi. Tujuan
mengapa harus mendapatkan bukti itu juga harus dikomunikasikan, karena tim tidak
akan pernah bisa mendapatkan bukti apabila tidak memahami mengapa bukti itu
harus diperoleh. Sebelum pelaksanaan lapangan sudah harus diarahkan langkah-
langkah kerja ke tim.
26. Ketepatan analisis bukti–Dalam menyusun KKA / Laporan Audit, standar apa yang
anda gunakan untuk menjamin bahwa KKA / Laporan Audit telah mendukung sasaran
audit yang diharapkan berupa pengungkapan menyeluruh terhadap suatu
penyimpangan (format kka/laporan, pedoman penugasan, pengalaman, insting,
pemahaman terhadap suatu kasus, ketersediaan bukti yang diperoleh, dll)?
 Untuk format laporan harus tetap mengacu kepada Pedoman Penugasan Bidang
Investigasi, namun secara substansi isi tergantung inovasi dari masing-masing
auditor.
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Lampiran 5.2
TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Responden : KT.01-S
Nama Responden : Syarifuddin
Unit Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Peran dalam Tim Audit : Ketua Tim
Tempat : Ruang Bidang Investigasi BPKP Sulbar
Tanggal, Waktu : 18 Januari 2017, 15.40 – 16.40 WITA
Durasi Wawancara : 60 menit
Tujuan Pertanyaan : Mengungkap makna bukti audit dan bukti hukum menurut
perspektif auditor
1. Menurut pendapat anda, apa pengertian dari bukti audit?
 Bukti audit menurut seorang auditor adalah bukti terhadap terjadinya penyimpangan
yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Aspek apa yang paling penting dari sebuah bukti audit?
 Kelengkapan dari atribut bukti. Apa saja kelengkapannya, yaitu adanya uraian yang
diberikan oleh seorang saksi/orang terkait terhadap adanya penyimpangan, adanya
unsur nilai uang dari bukti tersebut, adanya 2 belah pihak atau lebih yang menyatakan
adanya transaksi sehingga terjadi pengeluaran/penerimaan uang negara, adanya
unsur validitas/kebenaran bukti dan relevansi bukti terkait penyimpangan, adanya
locus dan tempus dari bukti tersebut.
3. Menurut anda apa yang dimaksud dengan bukti hukum/alat bukti?
 Alat bukti adalah bukti yang diajukan ke persidangan. Alat bukti ada 2, berupa laporan
hasil audit yang mewakili institusi dan keterangan ahli yang mewakili personal ahli.
Begitu masuk ke persidangan dia menjadi alat bukan barang.
4. Menurut pemahaman anda, apa hubungan dari bukti audit dan bukti hukum/alat bukti
dalam konteks audit investigasi? Jelaskan output audit investigasi apa saja yang menurut
anda dapat dijadikan sebagai bukti hukum/alat bukti di pengadilan?
 Kalau bukti audit terkait dengan adanya penyimpangan dan berdampak pada kerugian
keuangan negara. Bukti hukum terkait adanya perbuatan melawan hukum.
Keterkaitannya adalah pada perbuatan seseorang membuat bukti tidak sesuai dengan
fakta. Disitulah tindakan perbuatan melawan hukum.
5. Apa perbedaan mendasar antara penyimpangan dan perbuatan melawan hukum?
 Kalau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap peraturan/SOP. Kalau perbuatan
melawan hukum adalah membuat bukti tidak sesuai dengan fakta. Tanpa adanya
PMH, audit hanya akan menjadi audit operasional, begitu terbukti adanya rekayasa
berarti disitulah muncul PMH-nya. Ada unsur kesengajaan dalam membuat bukti tidak
sesuai dengan fakta, misalnya uang keluar 100 dia membuat bukti
pertanggungjawaban dengan nilai 100, tapi faktanya ada penambahan barang dan
jasa yang sebenarnya tidak bernilai 100 itu. Harus ada unsur kesengajaan dalam
PMH.
Tujuan Pertanyaan : Menganalisis hasil pemaknaan auditor berdasarkan teori kognitif
sosial
Umum:
1. Berapa lama anda bekerja sebagai auditor di BPKP? Bidang apa saja yang pernah
saudara dalami selama bekerja?
 Sejak 1991 s.d. 2017, berarti sudah 26 tahun.
2. Bidang apa saja yang pernah ditempati?
 Dulu awal-awal di bidang BUMN selama 8 tahun, terus di bidang Pengeluaran selama
2 tahun. Kemudian bidang investigasi sudah 16 tahun.
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3. Apakah pendidikan terakhir anda?
 S1 Manajemen Keuangan
4. Apakah anda sudah pernah mengikuti pelatihan khusus terkait audit investigasi?
 Sudah, mulai sejak pembentukan auditor, diklat audit investigasi, diklat penyidikan,
diklat penyelidikan, dan diklat Hambatan Kelancaran Pembangunan.
5. Berapa kali anda melaksanakan penugasan audit investigasi?
 Kalo berapa kali sudah tidak terhitung, yang jelas sejak terbentuknya bidang
investigasi. Kurang lebih 70x mungkin.
6. Apakah anda memiliki minat di bidang audit investigasi?
 Yang paling menarik memang di bidang investigasi menurut saya yah.
7. Apa yang menarik dari bidang investigasi?
 Alasannnya tingkat kepuasan karena hasil pemeriksaan audit investigasi
ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
Faktor Eksternal:
8. Menurut anda, apakah suasana lingkungan kerja saat ini dapat memacu anda untuk
mencapai hasil maksimal (waktu, anggaran, kebijakan, dan hubungan vertikal
horizontal)? Jelaskan?
 Sudah, baik dari sisi institusi maupun dukungan dana dan SDM sudah sangat
mendukung untuk membentuk auditor menjadi ahli di bidang keuangan dan akuntansi.
Hambatannya hanya sebatas pemahaman tugas dan ruang lingkup seorang ahli. Ahli
hanya sebatas memberikan pendapat mengenai keterkaitan pihak-pihak, bukan
menentukan siapa yang bertanggung jawab. Itu adalah ranah hukum yang merupakan
kewenangan hakim yang kedua adalah penguasaan materi seorang auditor saat
memberikan keterangan ahli. Tanpa penguasaan materi yang baik didepan
persidangan, hasil audit yang baik pun tidak akan ada artinya di mata hakim.
9. Apa yang menjadi standar anda dalam menjalankan audit investigasi (perilaku),
khususnya pengumpulan dan analisis bukti (Pedoman penugasan, instruksi pimpinan,
pengalaman)? Jelaskan alasannya!
 Jadi terkait analisis bukti itu terkait kecukupan bukti yang mendukung keyakinan
untuk menarik kesimpulan. Intinya disini kecukupan. Semakin banyak bukti yang
dapat dikumpulkan, semakin dalam pula analisisnya.
Faktor Internal (atensi, retensi, reproduksi informasi, dan motivasi):
10. Apakah anda memiliki role model dalam melaksanakan audit investigasi? Bila iya,
jelaskan apa kelebihan dari orang tersebut sehingga anda menjadikannya sebagai role
model dalam melaksanakan audit investigasi?
 Penting, karena role model bisa mempengaruhi minat seseorang.
11. Apakah anda mengikuti seluruh atau sebagian metode orang yang dijadikan role model
tersebut hingga sekarang dalam melaksanakan audit investigasi?
 Kombinasi dari pelatihan teknis dan role model.
12. Menurut pengalaman anda sebagai auditor investigasi, seberapa pentingkah memiliki
role model sebagai acuan bekerja dibandingkan dengan prosedur pekerjaan yang telah
ditetapkan (Pedoman Penugasan Bidang Investigasi)?
 Sama-sama penting menurut saya
Faktor Internal (mengukur tingkat self efficacy)
13. Magnitude– Menurut anda, seberapakah tingkat kesulitan mengumpulkan bukti audit
investigasi dibanding tugas yang lain?
 Lebih sulit audit investigasi, karena audit investigasi bertujuan mengungkap
rangkaian tindakan. Jadi bukti dalam audit investigasi harus ada pengakuan dari
pihak-pihak terkait. Pengakuannya bisa berupa pengakuan langsung dari seseorang
atau pengakuan dari pihak lain yang saling terkait. Kalau audit lain kan sifatnya bukti
formal. Kalau audit investigasi harus diperoleh bukti formal dan non formal. Kalau
Page 3 of 3
yang non-formal itu adalah bukti yang menunjukkan perbuatan melawan hukum
berupa membuat bukti tidak sesuai fakta, jadi harus ada pengakuan disitu.
14. Strength– Menurut anda, dalam melaksanakan audit investigasi dengan adanya
indikasi penyimpangan yang lebih kompleks dan sulit dibuktikan, seberapa yakinkah
anda bisa mengungkap penyimpangan tersebut?
 Pernah, kuncinya kalau kita terkendala dalam hal pembuktian karena terbatasnya
kompetensi, kita bisa meminta bantuan kepada ahli lain untuk menyatakan suatu
kondisi. Hasil dari ahli lain, bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengungkap
terjadinya penyimpangan.
15. Apa faktor kunci yang anda butuhkan untuk mengungkap penyimpangan yang lebih
kompleks dan sulit tersebut (pemahaman mendalam terhadap kasus tsb, pengalaman,
komitmen tim, akses yang diberikan penyidik, dll)?
 Faktor kuncinya ada pada kemampuan auditor dalam membuktikan atau
memperoleh bukti yang dapat menunjukkan terjadinya penyimpangan.
16. Generality –Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah anda memberikan standar
tertentu pada tahap audit yang lebih spesifik (misalnya, pengumpulan bukti, analisis
bukti, menyusun pertanyaan ke pihak-pihak terkait, penyusunan/reviu kertas kerja,
penyusunan laporan audit, dll) atau anda menetapkan standar yang sama terhadap
semua tahapan tersebut? Jelaskan!
 Kuncinya ada di hipotesis awal.
Faktor Internal (mengukur self regulatory)
17. Ketepatan pemilihan teknik audit - Selama pelaksanaan audit investigasi, apakah
anda selalu mengatur pelaksanaan prosedur-prosedur secara spesifik (penyusunan
Program Kerja Audit)? Apakah prosedur-prosedur tersebut memuat teknik-teknik
pengumpulan bukti?
 Intinya pada penyusunan hipotesis awal. Dengan hipotesis awal itu kita menyusun
audit program. Karena itu adalah langkah audit. Harus dituangkan langkah-
langkahnya secara rinci.
18. Apa dasar yang anda gunakan dalam pemilihan teknik audit tertentu untuk menjamin
bahwa bukti audit yang diperoleh telah relevan, kompeten, dan cukup (pengalaman,
insting, pemahaman terhadap kasus, dll)?
 Ya, termasuk. Intinya pada penyusunan hipotesis awal. Itu lah yang menjadi dasar
pemilihan teknik audit.
19. Ketepatan pemilihan bukti - Dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti audit
investigasi, apakah anda menetapkan bukti-bukti audit yang harus diperoleh dan
mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota tim yang lain sebelum terjun ke
lapangan?
 Oh iya, harus ada komunikasi, karena tim lah yang melaksanakan audit di lapangan.
20. Ketepatan analisis bukti–Dalam menyusun KKA / Laporan Audit, standar apa yang
anda gunakan untuk menjamin bahwa KKA / Laporan Audit telah mendukung sasaran
audit yang diharapkan berupa pengungkapan menyeluruh terhadap suatu
penyimpangan (format kka/laporan, pedoman penugasan, pengalaman, insting,
pemahaman terhadap suatu kasus, ketersediaan bukti yang diperoleh, dll)?
 Format laporan harus mengikuti pedoman, karena itu mewakili institusi BPKP. Intinya
yang penting KKA harus mendukung isi laporan. Apa yang diungkap dalam laporan
bisa ditelusuri di KKA.  Kalau di substansi isi pada pengungkapan fakta, bisa
dijelaskan mengenai kondisi, pihak-pihak yang terlibat, kriteria, dampak, dan
kesimpulan
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Lampiran 5.3
TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Responden : KT.02-FA
Nama Responden : Faisal Attamimi
Unit Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Peran dalam Tim Audit : Ketua Tim
Tempat : Ruang Makan Perwakilan BPKP Sulbar
Tanggal, Waktu : 16 Januari 2017, 12.10 – 12.40 WITA
Durasi Wawancara : 30 menit
Tujuan Pertanyaan : Mengungkap makna bukti audit dan bukti hukum menurut
perspektif auditor
1. Menurut pendapat anda, apa pengertian dari bukti audit?
 Bukti itu terkait adanya permintaan dari pihak eksternal ke BPKP untuk melakukan
audit. Awalnya kan mereka melakukan ekspose dengan membawa bukti-bukti awal.
Bukti dokumen dan Keterangan yang dibawa dan dipaparkan oleh pihak eksternal.
2. Menurut anda apa yang dimaksud dengan bukti hukum/alat bukti?
 Terkait dengan audit investigasi, tentunya alat bukti itu adalah bukti yang bisa
mendukung pendapat auditor di pengadilan dan di laporan audit. Bisa juga berupa
hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
Tujuan Pertanyaan : Menganalisis hasil pemaknaan auditor berdasarkan teori kognitif
sosial
Umum:
1. Berapa lama anda bekerja sebagai auditor di BPKP? Bidang apa saja yang pernah
saudara dalami selama bekerja?
 Kalau di BPKP saya sudah cukup lama, kurang lebih 30 Tahun
2. Bidang apa saja yang pernah ditempati?
 Sudah pernah menempati semua bidang di BPKP, tapi yang paling lama memang di
bidang audit khusus dan audit investigasi. Kurang lebih 20 tahun.
3. Apakah pendidikan terakhir anda?
 S1
4. Apakah anda sudah pernah mengikuti pelatihan khusus terkait audit investigasi?
 Sudah, diklat Audit Investigasi.
5. Berapa kali anda melaksanakan penugasan audit investigasi?
 Mungkin kurang lebih 20x lah.
6. Apakah anda memiliki minat di bidang audit investigasi?
 Kalau saya memang minatnya di bidang investigasi. Karena bagi saya itu sudah
seperti seni. Apalagi adanya interaksi dengan APH sehingga ada seni tersendiri.
Faktor Eksternal:
7. Menurut anda, apakah suasana lingkungan kerja saat ini dapat memacu anda untuk
mencapai hasil maksimal (waktu, anggaran, kebijakan, dan hubungan vertikal
horizontal)? Jelaskan?
 Sudah, selama ini tidak ada masalah. Masalahnya mungkin biasanya di pihak
eksternal dalam hal pemenuhan bukti-bukti yang agak terlambat.
8. Apa yang menjadi standar anda dalam menjalankan audit investigasi (perilaku),
khususnya pengumpulan dan analisis bukti (Pedoman penugasan, instruksi pimpinan,
pengalaman)? Jelaskan alasannya!
 Tetap mengacu di pedoman, kalau ada yang tidak diatur di pedoman biasanya
mengacu pada pengalaman
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Faktor Internal (atensi, retensi, reproduksi informasi, dan motivasi):
9. Apakah anda memiliki role model dalam melaksanakan audit investigasi? Bila iya,
jelaskan apa kelebihan dari orang tersebut sehingga anda menjadikannya sebagai role
model dalam melaksanakan audit investigasi?
 Saya masuk di bidang investigasi sudah diperankan sebagai Ketua Tim. Sehingga
role model saya bukan meniru seseorang namun belajar mandiri. Misalnya melalui
PPM (Program Pelatihan Mandiri) atau pengalaman menangani kasus yang mirip.
Faktor Internal (mengukur tingkat self efficacy)
10. Magnitude– Menurut anda, seberapakah tingkat kesulitan mengumpulkan bukti audit
investigasi dibanding tugas yang lain?
 Beda, lebih sulit audit investigasi, karena audit investigasi kita mencari bukti sendiri.
Karena audit investigasi juga harus melakukan pembuktian, itu yang susah. Selain
itu, pihak auditi juga bersifat tertutup dan menghindar pada tahap pengumpulan
bukti.
11. Strength– Menurut anda, dalam melaksanakan audit investigasi dengan adanya
indikasi penyimpangan yang lebih kompleks dan sulit dibuktikan, seberapa yakinkah
anda bisa mengungkap penyimpangan tersebut?
 Pernah, tapi waktu itu menurut saya memang tidak ada penyimpangan. Namun
atasan saya memiliki pendapat berbeda. Makanya saya mundur dari tugas itu karena
tidak sepaham dengan atasan saya. Ini kan terkait nasib seseorang saya tidak mau
mendholimi orang.
12. Generality –Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah anda memberikan standar
tertentu pada tahap audit yang lebih spesifik (misalnya, pengumpulan bukti, analisis
bukti, menyusun pertanyaan ke pihak-pihak terkait, penyusunan/reviu kertas kerja,
penyusunan laporan audit, dll) atau anda menetapkan standar yang sama terhadap
semua tahapan tersebut? Jelaskan!
 Yang paling penting adalah tahap klarifikasi ke pihak-pihak terkait, sekaligus yang
paling sulit menurut saya. Karena itu yang menjadi ujung tombak dalam pembuktian.
Faktor Internal (mengukur self regulatory)
13. Ketepatan pemilihan teknik audit - Selama pelaksanaan audit investigasi, apakah
anda selalu mengatur pelaksanaan prosedur-prosedur secara spesifik (penyusunan
Program Kerja Audit)? Apakah prosedur-prosedur tersebut memuat teknik-teknik
pengumpulan bukti?
 Ya, harus spesifik tergantung kasusnya.
14. Ketepatan pemilihan bukti - Dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti audit
investigasi, apakah anda menetapkan bukti-bukti audit yang harus diperoleh dan
mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota tim yang lain sebelum terjun ke
lapangan?
 Oh iya, harus ada komunikasi, baik itu sebelum terjun ke lapangan atau pada saat
pelaksaan lapangan.
15. Ketepatan analisis bukti–Dalam menyusun KKA / Laporan Audit, standar apa yang
anda gunakan untuk menjamin bahwa KKA / Laporan Audit telah mendukung sasaran
audit yang diharapkan berupa pengungkapan menyeluruh terhadap suatu
penyimpangan (format kka/laporan, pedoman penugasan, pengalaman, insting,
pemahaman terhadap suatu kasus, ketersediaan bukti yang diperoleh, dll)?
 Format laporan harus mengikuti pedoman, substansi tergantung auditornya
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Lampiran 5.4
TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Responden : AT.01-KP
Nama Responden : Karyani Purba
Unit Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Peran dalam Tim Audit : Anggota Tim
Tempat : Ruang Makan Perwakilan BPKP Sulbar
Tanggal, Waktu : 16 Januari 2017, 15.00 – 15.20 WITA
Durasi Wawancara : 20 menit
Tujuan Pertanyaan : Mengungkap makna bukti audit dan bukti hukum menurut
perspektif auditor
1. Menurut pendapat anda, apa pengertian dari bukti audit?
 Dokumen-dokumen, SPJ, Kwitansi, dan Wawancara BAP.
2. Aspek apa yang paling penting dari bukti audit?
 Kompetensi dan Relevansi
3. Menurut anda apa yang dimaksud dengan bukti hukum/alat bukti dan hubungannya
dengan bukti audit?
 Kan dari bukti audit kita itu menghasilkan perhitungan kerugian keuangan negara.
Nanti itu yang digunakan hakim untuk memutuskan seseorang salah atau enggak.
Tujuan Pertanyaan : Menganalisis hasil pemaknaan auditor berdasarkan teori kognitif
sosial
Umum:
1. Berapa lama anda bekerja sebagai auditor di BPKP? Bidang apa saja yang pernah
saudara dalami selama bekerja?
 2 Tahun
2. Bidang apa saja yang pernah ditempati?
 IPP dan Investigasi
3. Apakah pendidikan terakhir anda?
 S1
4. Apakah anda sudah pernah mengikuti pelatihan khusus terkait audit investigasi?
 Belom.
5. Berapa kali anda melaksanakan penugasan audit investigasi?
 Mungkin kurang lebih 2x lah.
6. Apakah anda memiliki minat di bidang audit investigasi?
 Enggak, hahaha. Serem. Kasihan soalnya terakhir saya audit tersangkanya sudah tua
dan mau nangis. Saya tidak tega.
Faktor Eksternal:
7. Menurut anda, apakah suasana lingkungan kerja saat ini dapat memacu anda untuk
mencapai hasil maksimal (waktu, anggaran, kebijakan, dan hubungan vertikal
horizontal)? Jelaskan?
 Enggak, waktunya kurang, orang-orangnya persiapan kurang, komunikasi antar tim
kadang juga kurang. Itu berpengaruh ke proses dalam menghasilkan laporan, jadi
biasa ada prosedur yang terlewatkan.
8. Apa yang menjadi standar anda dalam menjalankan audit investigasi (perilaku),
khususnya pengumpulan dan analisis bukti (Pedoman penugasan, instruksi pimpinan,
pengalaman)? Jelaskan alasannya!
 Kalau pertama kali sih lihat laporan audit yang dulu-dulu, terus coba bikin sendiri,
terus lihat pedoman. Pengalaman paling sering menjadi standar saya. Pengalaman
adalah guru yang baik bagi saya.
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Faktor Internal (atensi, retensi, reproduksi informasi, dan motivasi):
9. Apakah anda memiliki role model dalam melaksanakan audit investigasi? Bila iya,
jelaskan apa kelebihan dari orang tersebut sehingga anda menjadikannya sebagai role
model dalam melaksanakan audit investigasi?
 Yah ada-ada aja lah, Ketua Tim, Dalnis, Korwas. Kelebihannya detail, pintar
wawancara, klarifikasi-nya jago.
10. Apakah anda mengikuti seluruh atau sebagian metode dari role model?
 Sebagian lah.
Faktor Internal (mengukur tingkat self efficacy)
11. Magnitude– Menurut anda, seberapakah tingkat kesulitan mengumpulkan bukti audit
investigasi dibanding tugas yang lain?
 Lebih sulit audit investigasi karena yang pegang bukti pasti orang yang tersangkut
paut. Dulu ada bendahara mengeluarkan uang tapi tidak membuat
pertanggungjawaban berupa tanda terima. Bukti tanda terima itu baru diperoleh
setelah ditekan, tapi kita tidak bisa menjamin keasliannya lagi.
12. Strength– Menurut anda, dalam melaksanakan audit investigasi dengan adanya
indikasi penyimpangan yang lebih kompleks dan sulit dibuktikan, seberapa yakinkah
anda bisa mengungkap penyimpangan tersebut?
 Pernah, susah semua audit investigasi hahahaa.Faktor kuncinya kayaknya di
komitmen tim. Kalau ada satu yang rajin maka semuanya selesai.
13. Generality –Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah anda memberikan standar
tertentu pada tahap audit yang lebih spesifik (misalnya, pengumpulan bukti, analisis
bukti, menyusun pertanyaan ke pihak-pihak terkait, penyusunan/reviu kertas kerja,
penyusunan laporan audit, dll) atau anda menetapkan standar yang sama terhadap
semua tahapan tersebut? Jelaskan!
 Analisis bukti dan penyusunan KKA karena tugas dan fungsi saya sebagai anggota
tim dalam menganalisis bukti dan menuangkan hasil analisis kedalam KKA.
Faktor Internal (mengukur self regulatory)
14. Ketepatan pemilihan teknik audit - Selama pelaksanaan audit investigasi, apakah
anda selalu mengatur pelaksanaan prosedur-prosedur secara spesifik (penyusunan
Program Kerja Audit)? Apakah prosedur-prosedur tersebut memuat teknik-teknik
pengumpulan bukti?
 Gak pernah bikin program audit, itu tugas Ketua Tim.
15. Ketepatan pemilihan bukti - Dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti audit
investigasi, apakah anda menetapkan bukti-bukti audit yang harus diperoleh dan
mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota tim yang lain sebelum terjun ke
lapangan?
 Oh iya, tapi komunikasinya biasanya di lapangan pas pelaksanaan.
16. Ketepatan analisis bukti–Dalam menyusun KKA / Laporan Audit, standar apa yang
anda gunakan untuk menjamin bahwa KKA / Laporan Audit telah mendukung sasaran
audit yang diharapkan berupa pengungkapan menyeluruh terhadap suatu
penyimpangan (format kka/laporan, pedoman penugasan, pengalaman, insting,
pemahaman terhadap suatu kasus, ketersediaan bukti yang diperoleh, dll)?
 KKA sesuai contoh KKA yang dulu-dulu.
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Lampiran 5.5
TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Responden : AT.02-IS
Nama Responden : Isabella Sukmawati Ishak
Unit Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Peran dalam Tim Audit : Anggota Tim
Tempat : Mamuju
Tanggal, Waktu : 15 Januari 2017, 19.50 – 20.20 WITA
Durasi Wawancara : 30 menit
Tujuan Pertanyaan : Mengungkap makna bukti audit dan bukti hukum menurut
perspektif auditor
1. Menurut pendapat anda, apa pengertian dari bukti audit?
 Dokumen-dokumen yang terkait dan dibutuhkan dalam audit. Misalnya audit atas LK,
bukti auditnya berupa Laporan Keuangan itu sendiri, SPJ, dan sebagainya.
2. Aspek apa yang paling penting dari bukti audit?
 Legalitas dan Otoritas pada bukti tersebut.
3. Menurut anda apa yang dimaksud dengan bukti hukum/alat bukti dan hubungannya
dengan bukti audit?Output audit investigasi apa sajakah yang dapat dijadikan bukti
hukum?
 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses hukum. Output laporan audit dan
KKA bisa dijadikan bukti hukum
Tujuan Pertanyaan : Menganalisis hasil pemaknaan auditor berdasarkan teori kognitif
sosial
Umum:
1. Berapa lama anda bekerja sebagai auditor di BPKP? Bidang apa saja yang pernah
saudara dalami selama bekerja?
 Hampir 4 tahun
2. Bidang apa saja yang pernah ditempati?
 IPP
3. Apakah pendidikan terakhir anda?
 S1
4. Apakah anda sudah pernah mengikuti pelatihan khusus terkait audit investigasi?
 Belom.
5. Berapa kali anda melaksanakan penugasan audit investigasi?
 Pernah 1x.
6. Apakah anda memiliki minat di bidang audit investigasi?
 Punya, soalnya audit investigasi di BPKP itu prosedurnya benar-benar mendalam.
Audit investigasi lebih menantang dan bisa memberikan banyak ilmu.
Faktor Eksternal:
7. Menurut anda, apakah suasana lingkungan kerja saat ini dapat memacu anda untuk
mencapai hasil maksimal (waktu, anggaran, kebijakan, dan hubungan vertikal
horizontal)? Jelaskan?
 Sudah lumayan, hambatannya paling dari sisi anggaran waktu penugasan yang
kurang sehingga mempengaruhi hasil audit.
8. Apa yang menjadi standar anda dalam menjalankan audit investigasi (perilaku),
khususnya pengumpulan dan analisis bukti (Pedoman penugasan, instruksi pimpinan,
pengalaman)? Jelaskan alasannya!
 Kalau pertama itu jelas pedoman yah.
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Faktor Internal (atensi, retensi, reproduksi informasi, dan motivasi):
9. Apakah anda memiliki role model dalam melaksanakan audit investigasi? Bila iya,
jelaskan apa kelebihan dari orang tersebut sehingga anda menjadikannya sebagai role
model dalam melaksanakan audit investigasi?
 Ada, role model nya itu pengendali teknis dan koordinator pengawas. Alasannya
karena memiliki disiplin tinggi dan selalu bekerja sesuai dengan pedoman.
10. Apakah anda mengikuti seluruh atau sebagian metode dari role model?
 Kombinasi antara mengikuti role model dan pengalaman.
Faktor Internal (mengukur tingkat self efficacy)
11. Magnitude– Menurut anda, seberapakah tingkat kesulitan mengumpulkan bukti audit
investigasi dibanding tugas yang lain?
 Waktu itu tidak terlalu sulit, sedang-sedang lah. Soalnya waktu itu, tim langsung
melakukan pengecekan fisik ke lapangan dan dibantu tim teknis.
12. Strength– Menurut anda, dalam melaksanakan audit investigasi dengan adanya
indikasi penyimpangan yang lebih kompleks dan sulit dibuktikan, seberapa yakinkah
anda bisa mengungkap penyimpangan tersebut?
 Faktor kuncinya karena tim cek fisik langsung ke lapangan dan dibantu oleh tim
teknis.
13. Generality –Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah anda memberikan standar
tertentu pada tahap audit yang lebih spesifik (misalnya, pengumpulan bukti, analisis
bukti, menyusun pertanyaan ke pihak-pihak terkait, penyusunan/reviu kertas kerja,
penyusunan laporan audit, dll) atau anda menetapkan standar yang sama terhadap
semua tahapan tersebut? Jelaskan!
 Waktu itu karena tugas saya sebagai anggota tim adalah menyusun KKA, makanya
standar tinggi saya terapkan pada penyusunan KKA saja.
Faktor Internal (mengukur self regulatory)
14. Ketepatan pemilihan teknik audit - Selama pelaksanaan audit investigasi, apakah
anda selalu mengatur pelaksanaan prosedur-prosedur secara spesifik (penyusunan
Program Kerja Audit)? Apakah prosedur-prosedur tersebut memuat teknik-teknik
pengumpulan bukti?
 Gak pernah, soalnya kan biasanya program audit diambil dari pedoman.
15. Ketepatan pemilihan bukti - Dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti audit
investigasi, apakah anda menetapkan bukti-bukti audit yang harus diperoleh dan
mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota tim yang lain sebelum terjun ke
lapangan?
 Oh iya, pernah.
16. Ketepatan analisis bukti–Dalam menyusun KKA / Laporan Audit, standar apa yang
anda gunakan untuk menjamin bahwa KKA / Laporan Audit telah mendukung sasaran
audit yang diharapkan berupa pengungkapan menyeluruh terhadap suatu
penyimpangan (format kka/laporan, pedoman penugasan, pengalaman, insting,
pemahaman terhadap suatu kasus, ketersediaan bukti yang diperoleh, dll)?
 Yang jelas laporan harus sesuai format, kalo KKA harus nyambung dengan laporan.
